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ABSTRAK

Nabila Fitrianita. 2021, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di
Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
(dibimbing oleh Budi Setiawati dan Ansyari Mone)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dan
untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Jenis
penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data adalah data primer dan
sekunder, jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 informan kemudian
menarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa
terdapat 4 aspek yang mempengaruhi pengelolaan, yaitu Aspek Perencanaan.
Dalam Aspek Perencanaan, BUMDes Sipakainga telal mengikuti prosedur yang
tercantum dalam AD/ART dan merencanakan < program-program yang ingin
dijalankan dan dikelola beserta anggaran-angparan yang akan digunakan dan
dikelola " oleh BUMDes Sipakainga. Kedua Pengorganisasian, BUMDes
Sipakainga menunjuk pengelola yang merupakan unsur masyarakat Desa Maccini
Baji dan tidak memiliki tugas di Pemerintahan Desa dan dalam membangun
komunikasi kerja yang baik dibutuhkan kerja sama agar tercapai suatu kesatuan
usaha dan tujuan organisasi. Ketiga Pengarahan, dalam mencapai sasaran yang
sesuai perencanaan dalam pengelolaan BUMDes Sipakainga pengelola telah
mengarahkan dan mengawasi kerja anggota yang bergabung serta memonitoring
agar dapat mencapai keberhasilan dalam mengelola BUMDes di Desa Maccini
Baji. Keempat Pengevaluasian, dalam mengevaluasi hasil kerja pengelola dan
masyarakat tetap melaksanakan evaluasi tiap 3 bulan, tiap 6 bulan dan pertahun.
Ditahap evaluasi BUMDes Desa Maccini Baji tetap melakukan transparansi dana
sehingga tidak adanya kesalahpahaman dan masalah. Kemudian faktor yang
mempengaruhi pengelolaan BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji yaitu sistem
kerja sama hingga dukungan penuh oleh Pemerintah Desa, pemerataan dan
pengadaan dana usaha BUMDes.

Kata Kunci : Pengelolaan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen secara umum adalah ilmu dan seni dalam melaksanakan
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-
usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki
kegiatan memimpin, mengatur, mengendalikan,  dan mengembangkan.
Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama
dengan orang lain. Seni manajemen terdiri dari kemampuan untuk melihat
totalitas dibagian-bagian yang terpisah dari suatu kesatuan gambaran tentang visi.
Seni manajemen mencakup kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan
mengenai unsur manusia tentang cara menggunakan pendekatan manajemen seni.

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk mengelola  perekonomian,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat agar dapat melaksanakan pemerintahan
yang bertangpung jawab, seria transparan dalam pengelolaan keuvangan agar
terciptanya pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012). Pemerintah Daerah
diatur berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai penyempurna
dari Undang-Undang No.12 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan

daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan



pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah sesuai asas otonomi. Serta UU
No.33 tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan UU No.25 Tahun 1999
tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah
yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (Mahsun, 2006).

Thsan (2018) menjelaskan bahwa strategi pemerintah memudahkan desa
dalam meningkatkan pendapatan asli desa adalah dikeluarkannya Peraturan
Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah usaha yang
bersumber dari Desa yang dibagi untuk mengatur modal, jasa pelayanan, dan
usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikelola olech Pemerintah Desa
bekerja sama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini
mengikutsertakan masyarakat ‘yang diinginkan mampu bekerja sama untuk
meningkatkan perckonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Masing-masing desa yang sudah mendirikan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) telah diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang
dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan
potensi yang terdapat di desa-desa tersebut (Mirnawati, 2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan

ckonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki



desanya. Peningkatan kapasitas ini mempunyai tujuan meningkatkan ekonomi
dan kesejahteraan warga desa lewat pengembangan usaha ekonomi. Selain itu,
BUMDes juga memberikan efek atas meningkatnya pendapatan asli desa (PAD)
yang mampu memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan serta untuk
pengembangan kesejahteraan masyarakat (Adawiyah, 2018).

Ibrahim (2018) dalam bukunya mengatakan bahwa keberadaan BUMDes
sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun
pelayanan umum yang dikelola oleh desa atan kerja sama antardesa. Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai penghubung masyarakat dalam
peningkatan ekonomi desa. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, BUMDes didirikan antara lain rangka peningkatan
pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi
yang mampu membawa perubahan dalam peningkatan kesejahteraan. Keberadaan
dan kinerja BUMDes harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap peningkatan kescjahteraan masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbentuk dan dimajukan oleh
pemerintah desa dan pengelolaannya dikerjakan oleh pemerintah desa bekerja
sama dengan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tumbuh menjadi
wujud pendekatan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya usaha
meningkatkan perekonomian desa yang bersumber pada pengelolaan potensi
desa.

Pemerintah desa membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) berdasarkan otonomi daerah yaitu dengan adanya Peraturan desa



yang berpedoman pada Peraturan Daerah. BUMDes pada operasionalnya
menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan
atau badan usaha yang dikelola dengan professional oleh pengurusnya. Pendirian
dan pembentukan BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah desa yaitu dengan
melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Lewat musyawarah desa,
maka BUMDes dibangun atas buah pikir dari masyarakat dan dapat
mengumpulkan aspirasi masyarakat. Maka dari itu, Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) didasari oleh prinsip kooperatif partisipasi dan transparansi. Prinsip
mengeloia Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dikerjakan. seutuhnya olch
masyarakat desa sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bekerja sama
dengan lembaga moneter desa (unit pembiayaan). Jika lembaga ekonomi kuat dan
menanamkan kebijakan yang baik, maka perkembangan ckonomi beserta keadilan
pembagian aset kepada masyarakat secara merata akan mampu mengatasi
berbagai masalah ekonomi di desa (Jepri, 2019).

Tujuan akhirnya, BUMDes scbagai instrumen merupakan modal sosial
yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di desa.
Beberapa usaha yang dilaksanakan pemerintah desa khususnya dalam
meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, yaitu dengan mendirikan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes secara teknis merupakan sebuah
lembaga yang mendorong untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) juga membentuk lembaga usaha desa yang dikelola
oleh masyarakat dan pemerintahan desa, untuk meningkatkan perekonomian desa

dan dibentuk berdasarkan kebutuhan, serta potensi desa (Nursetiawan, 201 8).



Pemerintahan desa sebagai perwakilan Pemerintahan Provinsi dan
Kabupaten mempunyai tugas dan peran melaksanakan sosialisasi dan penyadaran
tentang arti pentingnya dan fungsi BUMDes bagi upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa dapat memfasilitasi serta
membekali masyarakat dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta
pemenuhan kebutuhan lainnya yang .dapat mendukung dan mempetlancar
pendirian BUMDes.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2015 tentang
cara pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa {(BUMDes), bahwa
pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujoan untok menggerakkan roda
perekonomian masyarakat desa lewat pengembangan penghasilan serta
memberikan partispasi ekonomis untuk pemerintah desa,

Rachmat (2614) dalam bukunya manajemen strategik merupakan seni dan
ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan lintas fungsional
yang memungkinkan suatu organisasi mencapai sasarannya. Adapun fungsi
manajemen strategik adalah elemen-elemen yang selalu ada dan melekat dalam
proses manajemen yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan
ataupun perencanaan terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam mengukur suatu keberhasilan pengelolaan BUMDes dapat di analisis
berdasarkan indikator, yaitu (1) Perencanaan (planning), kegiatan perencanaan
yang memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki dan
menentukan prioritas kedepan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi

dan membutuhkan suatu aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data,



pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan; (2) Pengorganisasian
(organizing), kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara
anggota-anggota dalam organisasi; (3) Pengarahan (directing), aktivitas
memberikan pengarahan, instruksi hingga perintah untuk menjalankan apa yang
telah direncanakan; (4) Pengevaluasian (evaluating), proses pengawasan dan
mengamati pelaksanaan dari seluruh aktivitas suatu organisasi agar menjamin
seluruh tugas yang dilakukan berjalan sesuai keinginan dan rencana yang telah
ditetapkan.

Berdasarkan tujuan pendirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
bertujuan khusus untuk ‘melakukan pemanfaatan sumber daya di Desa termasuk
sumber daya pertanian desa, pengelolaan jasa produksi pertanian, pengelolaan dan
pengembangan toko saprodi dan pengelolaan hasil pertanian. Berdasarkan latar
belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul
“Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:

“Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini

Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian, yaitu:
“Untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa
Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini_diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan
sosial dan bahan pertimbangan untuk penelitian scjenis yang berkaitan dengan
strategi pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat pemikiran kepada pihak
terkait, terutama pemerintah desa dalam pengelolan badan usaha milik desa

(BUMDes)




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan yang relevan

terhadap penelitian mengenai Strategi Pemerintah dalam Pengelolaan Badan

Usaha Milik Desa, yaitu:

1.

Strategi Pendirian dan Pengelolaan BUMDES Amarta dalam Penguatan
Ekonomi Masyarakat di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta oleh Wahyu
Sumarsono (2018).

Penelitian ini meneliti tentang stratcgi. pendirian dan pengelolaan
bumdes dalam penguatan ekonomi masyraakat yang bertujuan untuk
memaksimalkan aset yang dimiliki oleh desa untuk kesejahteraan masyarakat
di Pandowoharjo Sleman Yogyakarta.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah icori Chandler dalam
Supriyono yang berpendapat bahwa strategi merupakan sebuah penentuan
dasar tujuan jangka panjang dan tujuan pemberdayaan masyarakat serta
pemakaian cara-cara bertindak dan alokasi sumber-sumber yang diperlukan
untuk mencapai tujuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa, strategi pendirian dan pengelolaan BUMDes Amarta dalam penguatan

ekonomi masyarakat yaitu sosialisasi dan pembelajaran BUMDes dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengundang berbagai elemen




masyarakat desa dengan tujuan mendorong desa untuk membentuk BUMDes
agar aset yang dimiliki oleh desa mampu dikelola dan dikembangkan secara
lebih baik dan profesional.

. Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes oleh Irfan
Nursetiawan (2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana
strategi untuk mewujudkan desa mandiri sebagai bagian dari cita-cita
pembangunan nasional yang terhambat oleh beragam permasalahan yang
muncul dalam’ perwujudannya. Salah satu usaha vang dapat mengentaskan
masalah kemiskinan dan mewujudkan kemandirian sebuah desa, yakni dengan
pendirian lembaga usaha bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut
pendapat Elsa (2014) menyatakan, bahwa strategi yang tepat dalam
pengembangan desa . tertinggal adalah meningkatkan sumber daya alam
melalui intensifikasi pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian desa mandiri merupakan desa yang
mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari
Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat stimulus. Pembangunan desa
mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang Dbersifat
partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Adapun strategi yang dapat

dilakukan untuk mencapai desa mandiri tersebut dengan melakukan



10

implementasi inovasi di setiap sendi lembaga usaha Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes).

Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Taman Wisata Pulau Komodo
di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Nidawati
(2019).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perencanaan
starategi pemerintah dalam pengelolaan taman wisata pulan Komodo di
kabupaten Manggarai Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe fenomenologi.

Teori yang ‘digunakan dalam penclitian ini* adalah teori Marrus
(2002:31) mendefenisikan strategi merupakan suatu proses penentuan rencana
para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,
disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut
tercapai.

Berdasarkan  hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan yang
dilakukan oleh pihak dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Manggarai
Barat yaitu mengacu pada program yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata yaitu pariwisata berbasis masyarakat dengan melibatkan
masyarakat agar ikut aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata serta
melibatkan beberapa pihak terkait dengan langkah tersebut bisa memudahkan

pengelolaan dan pembangunan sektor wisata.
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B. Definisi Manajemen

Manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas
dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian,
pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja “to
manage” yang berarti menangani, memimpin, membimbing atau mengatur,
Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses,
yang diartikan nsebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.
Proses isi merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut, dan
berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Sri Wahyuni
Idris, 2016):

Pengertian manajemen banyak kita temukan dalam beberapa literatur
diantaranya manajemen sebagai suatu proses kerja sama, manajemen sebagai
kumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas dan manajemen sebagai suatu
seni dan suatu ilmu penpetahuan Manuallang, 1996 (dalam Effendi, 2014: 2).
Secara praktis manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pencapaian
tujuan yang dilakukan oleh manajemen puncak melalui kegiatan orang lain.

Definisi manajemen berdasarkan optimasi, kordinasi dan integrasi sumber
daya yang menekankan pada koordinasi dan integrasi kegiatan kerja atau kerja
sama pelaksanaan tugas-tugas yang dikemukakan oleh masing-masing ahli
diantaranya, Robbins dan Coulter (dalam Effends, 2014:5) manajemen adalah
mengkoordinasikan kegiatan kerja sehingga diselesaikan secara efektif dan
efesien dengan melalui orang lain. Sepikiran dengan Robbins Coulter menurut

Kreitner (dalam Effendi, 2014: 4) manajemen adalah proses kerja sama dengan
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orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah.
Kelompok kedua menekankan manajemen sebagai proses dari fungsi-fungsi agar
efektif dalam melaksanakan tugas-tugas dan efesien menggunakan sumberdaya
untuk mencapai tujuan organisasi yang dikemukakan oleh Terry (Hasibuan, 2005:
2) manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tindakan seperti
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan
untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan
memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya.

John D. Millet (Sukarna, 2011: 2), dalam bukunya Management In The
Public Service menyatakan Management Is The Process Oif Directing And
Facilitating The Work Of People In Formal Group To The Achieve A Desired
End. (Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap
pekerjaan orang-orang yang terorganisir dalam kelompok formil untuk mencapai
suatu tujuan yang dikchendaki).

Manajemen menurut Hasibuan, 2000 (Torang, 2013: 165) adalah ilmu dan
seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-
sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu. Sejalan
dengan pendapat diatas, Miller (Torang, 2013 : 166) menyatakan bahwa
manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan bagi orang-
orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan
yang diinginkan.

Selain itu, George R. Terry dalam Principle Of Management (Sukarna,

2011: 3), juga menyatakan bahwa management is the accomplising of a




predetemined objectives throught of the efforts of other people atau manajemen
adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama
usaha orang lain. Manajemen sangat penting bagi setiap aktivitas individu atau
kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen
berorientasi pada proses (process oriented) yang berarti bahwa manajemen
membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar
aktivitas menjadi lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai
kesuksesan. Oleh sebab itu, tidak akan ada organisasi yang akan sukses apabila
tidak menggunakan manajemen yang baik, (Torang, 2013: 165). Berdasarkan
pengertian diatas, menurut pendapat penulis yang dimaksud dengan manajemen
adalah ilmu mengatur proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya guna mencapai hasil yang sesuai.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2016:1), manajemen berasal dari kata ‘o
manage yang artinya mengatur. Apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa
harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana mengaturnya.

1. Yang diatur adalah semua unsur manajemen, yakni 6M

2. Tujuannya diatur adalah agar 6M lebih berdaya guna dan berhasil guna
dalam mewujudkan tujuan.

3. Harus diatur supaya 6M itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan
terintegritasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan
organisasi.

4. Yang mengatur adalah pemimpin dengan kepemimpinannya yaitu

pimpinan puncak, manajer madya, dan supervisi.
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5. Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urut-urutan fungsi
mangemen tersebut.

Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang

diinginkan. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, manajemen juga

bersifat universal dan mempergunakan kerangka ilmu pengetahuan yang

sistematis. [Imu pengetahuan manajemen dapat diterapkan dalam semua

organisasi manusia, perusahaan, pemerintah, pendidikan, sosial,

keagamaan dan lain-lainnya.
C. Fungsi Manajemen Strategik

Menurut (Rachmat, 2014) dalam bukunya, manajemen strategik bertugas
mengendalikan proses yang panjang, mengangkat dan menempatkan orang-orang
yang terkait dalam proses itu. Dengan demikian, manajemen strategik adalah
manajemen tingkat makro yang berurusan dengan perencanaan strategik dan
pengambilan keputusan strategik. Manajemen strategik merupakan seni dan ilmu
penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan lintas fungsional yang
memungkinkan suatu organisasi mencapai sasarannya. Manajemen strategik
adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan
perencanaan untuk mencapai sasaran, serta pengalokasian sumber daya untuk
menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi.

Secara umum, konsep-konsep strategik memperoleh perhatian serius
dalam organisasi. Dalam sebuah organisasi terlibat lebih dari satu elemen

pembentuk keadaan internal dan berbagai penampilan organisasi sejenis lainnya

sebagai kompetitor.




15

Apabila decision making dan planning merupakan fungsi manajemen,
begitu juga peranan pengambilan keputusan strategik dan perencanaan strategik
pada manajemen strategik. Pertama, manajemen strategik bertugas membuat
keputusan strategik yang membuat ketetapan tujuan dan sasaran. Manajemen
strategik menetapkan tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk masa mendatang,
dan menentukan orang-orang yang melakukannya serta tindakannya. Setelah itu
manajemen strategik meninjau, menggerakkan aktivitas operasional total pihak-
pihak yang bertanggung jawab, yang terlibat dalam pencapaian tujuan dan
sasaran. Singkatnya, manajemen strategik berfungsi membuat keputusan strategik,
menyusun rencana strategik, serta untuk peninjavan dan evaluasi strategik.

Adapun fungsi manajemen strategik adalah elemen-elemen dasar yang
selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan dalam
melaksanakan kegiatan ataupun perencanaan yang terstruktur untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen dibagi menjadi empat, yaitu
sebagai berikut.

1) Perencanaan (planning), yaitu proses kegiatan memikirkan hal-hal yang akan
dikerjakan dengan sumber yang dimiliki dan menentukan prioritas ke depan
agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dasar organisasi.

2) Pengorganisasian (organizing), yaitu proses penyusunan pembagian kerja
dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya serta penempatan orang yang

menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat.



3)

4

Pengarahan (directing), yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua
anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan
perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Pengevaluasian (evaluating), yaitu proses pengawasan dan pengendalian
performa organisasi untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan,

Dalam buku referensi Administrasi, Organisasi dan Manajemen (Nunung,

2020) menjelaskan beberapa fungsi administrasi dalam organisasi adalah:

1)

2)

3)

4)

Planning (Perencanaan), merupakan kegiatan perencana yang membutuhkan
suatu aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan’ data, pengolahan data,
hingga penyusunan perencanaan.

Organizing (Penyusunan), adalah suatu kegiatan menyusun dan membangun
komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan
tercapai suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Directing (Pengarahan), merupakan aktivitas memberikan pengarahan,
instruksi hingga perintah untuk menjalankan apa yang telah direncanakan.
Pengarahan juga sering disebut dengan fungsi actuating (menggerakkan) yang
dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Agar pengarahan berjalan dengan
baik, dibutuhkan kepemimpinan (/eadership) yang baik. Jiwa kepemimpinan
yang baik bisa mengarahkan anggotanya dengan baik dan saling kerja sama
serta komunikasi bagaimana agar menyampaikan pesan yang memotivasi.
Dalam pengevaluasian terdapat proses pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan menurut Sondang, merupakan suatu proses mengamati
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pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas suatu organisasi agar menjamin seluruh
tugas yang dilakukan berjalan sesuai keinginan dan rencana yang telah
ditetapkan. Adapun pengendalian yang dimaksud adalah tahap pemantauan
dan pemeriksaan oleh pemimpin untuk mengetahui hasil yang dicapai sesuai
dengan hasil yang diharapkan.

Manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri atas perencanaan

(planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengawasan

(controlling) dan penganggaran (budgeting) (Nawawi, 2003:52).

Unsur — unsur yang ada dalam manajemecn iersebut apabila dijabarkan

dalam penjelasan adalah sebagai berikut :

1.

Perencanaan (Planning)

Suatu organisasi dapat terdiri atas dua orang atau lcbih yang bekerja sama
dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Perencanaan
sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai beberapa pengertian sebagai
berikut: (1) Pemilihan dan penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi,
langkah, kebijaksanaan, program, proyek, metode dan standar yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. (2) Pemilihan sejumlah kegiatan untuk
diterapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan
bagaimana akan dilakukan serta siapa yang akan melaksanakannya. (3)
Penetapan secara sistematis pengetahuan tepat guna untuk mengontrol dan
mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah
ditetapkan. (4) Kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan

penetapan keputusan, yang berisi langkah - langkah penyelesaian suatu
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masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian
tujuan tertentu.
. Pengorganisasian (Organizing)

Merupakan sistem kerjasama sekelompok orang, yang dilakukan dengan
pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk
sejumlah satuan atau unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam
satu — satuan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang dan
tanggungjawab masing — masing diikuti dengan mengatur hubungan kerja
baik secara vertikal maupun horizontal.

. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan atau penggerakan dilakukan organisasi setelah sebuah
organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan
memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana
sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibeniik.

Penganggaran (Budgeting)

Merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting peranannya.
Karena fungsi ini berkaitan tidak saja dengan penerimaan, pengeluaran,
penyimpanan, penggunaan dan pertanggungjawaban namun lebih luas lagi
berhubungan dengan kegiatan tatalaksana keuangan. Kegiatan fungsi anggaran
dalam organisasi sektor publik menekankan pada pertanggungjawaban dan
penggunaan sejumlah dana secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan
karena dana yang dikelola tersebut merupakan dana masyarakat yang

dipercayakan kepada organisasi sektor publik.
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5. Pengawasan (Control)

Pengawasan atau kontrol harus selalu dilaksanakan pada organisasi sektor
publik. Fungsi ini dilakukan oleh manajer sektor publik terhadap pekerjaan
yang dilakukan dalam satuan atau unit kerjanya. Kontrol diartikan sebagai
proses mengukur (measurement) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas
kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam
memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kata
yang kedua adalah strategi yang berasal dari bahasa Yunani strategos atau
strategeus dengan kata jamak strategi. Strategos berarti jenderal, namun dalam
Yunani kuno sering berarti perwira negara (state officcr) dengan fungsi yang
luas (Salusu 2063 :85 ).

Pendapat yang lain mendefinisikan strategi sebagai kerangka kerja (frame
work), teknik dan rencana yang bersifat spesifik atau khusus (Rabin et.al,
2000 : xv). Hamel dan Prahalad dalam Umar (2002) menyebutkan kompetensi
inti sebagai suatu hal yang penting. Mereka mendefinisikan strategi menjadi :
Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat)
dan terus — menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa
yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian,
strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai
dengan apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan
perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies).
Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Pengertian strategi kemudian berkembang dengan adanya pendapat John Von
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Neumann seorang ahli matematika dan Oskar Morgenstern seorang ahli
ekonomi.

Mereka memasukkan istilah games dan adanya faktor yang sama dalam
games yang sesungguhnya. Mereka pun mengakui bahwa teori games
sesungguhnya adalah teori strategi (Mc Donald dalam Salusu 2003 : 87). Teori
menyebutkan dua atribut utama .yang harus senantiasa diingat yaitu
ketrampilan dan kesempatan dimana keduanya merupakan kontribusi bagi
setiap situasi stratejik: Situasi stratejik merupakan suatu interaksi antara dua
orang atau lebih yang masing - masing mendasarkan tindakannya pada
harapan teniang tindakan orang lain yang tidak dapat ia kontrol, dan hasilnya
akan tergantung pada gerak — gerik perorangan dari masing — masing pemeran
(Salusu 2003 : 87) Apabila dijadikan satu kesatuan manajemen strategi
merupakan pendekatan sistematis untuk memformulasikan, mewujudkan dan
monitoring  strategi (Toft dalam Rabin etal 2000:1). Pendapat lain
dikemukakan oleh Thompson (2003)

Manajemen strategi merujuk pada proses manajerial untuk membentuk
visi strategi, penyusunan obyektif, penciptaan strategi mewujudkan dan
melaksanakan strategi dan kemudian sepanjang waktu melakukan penyesuaian
dan  koreksi terhadap visi, obyektif strategi dan pelaksanaan
tersebut.Sedangkan Siagian (2004) mendefinisikan manajemen stratejik
sebagai berikut : Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat
oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.
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D. Faktor-faktor Keberhasilan Manajemen Strategik

Istilah manajemen strategik (strategic mana-gement) biasa dirujuk pada
keseluruhan ruang lingkup strategi dari aktivitas pengambilan keputusan dalam
sebuah organisasi (Stahl dan Grigsby, 1992). Dengan kata lain, manajemen
strategik merupakan proses organisasi dalam pengambilan kebijakan, yang di
dalamnya terdapat tiga aktivitas pokok; yaitu penyusunan strategi (formulasi),
pelaksanaan (imple-mentasi) dan evaluasi/kontrol.

Pada teori manajemen strategik dapat diukur melalui beberapa
indikatornya, yaitu; penyusunan misi, tujuan, dan strategi; motivasi, struktur,
sistem fungsi, kelompok, budaya, dan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Bagian lainnya adalah kinerja organisasi
yang merupakan bagian dari proses evaluasi dan kontrol manajemen strategik.
Masing-masing tahapan tersebut dijelaskan oleh Stahl dan Grigsby (1998) sebagai
berikut; Dalam tahap formulasi ada beberapa langkah yang diperlukan, yaitu
analisis terhadap lingkungan organisasi. Untuk melakiokan analisisnya dapat
digunakan SWOT (kekuatan, kelemaban, peluang dan ancaman) analisis. Langkah
selanjutnya adalah pembuatan rencana strategis yang meluputi penetapan visi,
misi, tujuan dan strategi. Untuk menyusun strategi yang tepat, organisasi dapat
belajar dari pengalaman. Sehingga strategi yang dipilih benar-benar disesuai-kan
dengan kondisi lingkungan yang ada. Begitu pula Implementasi merupakan tahap
yang penting, karena dalam tahap ini seorang pemimpin bertugas menjalankan
strategi yang sudah dibuat. Oleh karena itu, pemimpin secara berkelanjutan harus

mampu meningkatkan motivasi, mendayagunakan struktur, sistem dan budaya
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organisasi. Stahl dan Grigsby (1998) menjelaskan bahwa motivasi dalam tahap
implementasi meliputi motivasi pimpinan dan karyawan. Untuk mendapatkan
motivasi yang tinggi salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui
pelatihan. Selain itu perlu adanya dukungan struktur yang lebih diarahkan kepada
fungsi dari masing-masing bagian dalam organisasi. Dalam tahap implementasi
juga perlu memperhatikan sistem yang ada, yaitu menyangkut penganggaran,
prosedur, sistem informasi dan budaya dalam organisasi, Dengan memperhatikan
hal tersebut, maka kebijakan yang dibuat akan lebih mudah diimplementasikan.

Tahap akhir dalam proses manajemen strategi adalah evaluasi dan kontrol,
karena rencana yang sudah dibuat dievaluasi dalam realisasi di lapangan. Menurut
Stahl dan Grigsby (1998) ierdapat enam langkah dalam evaluasi dan control.
Langkah-langkah tersebut antara lain, (a) menentukan apa yang akan dikontrol,
(b) membuat seperangkat standar, (c) mengukur hasil, (d) membandingkan anatara
hasil dengan standar, (e) mencari alasan penyimpangan, dan (f) melakukan
tindakan koreksi.

Disadari bahwa adanya perubahan yang terjadi di dunia dan Indonesia
khususnya, menuntut adanya perencanaan dan implementasi kebijakan strategis
untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah yang ada. Tindakan strategis juga
diperlukan dalam rangka perubahan dan pencapaian tujuan yang lebih konkrit dan
indikatif (terukur). Untuk mengelola itu semua dibutuhkan sebuah manajemen
strategi yang tepat untuk diterapkan oleh setiap pengambil kebijakan. Termasuk
diperlukan oleh pemerintahan, baik pusat dan daerah, serta semua unit kerja yang

mempunyai tugas tertentu dalam pemerintahan. Pemerintah Propinsi Jawa Timur
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sangat menyadari hal tersebut, hal ini ditandai dengan semakin membaiknya
pelayanan publik yang dilakukan, yang selama ini masyarakat menilai kinerja
pemerintahan sclama ini masih dirasa kurang memberikan pelayanan yang
maksimal.

Penerapan manajemen strategi dalam lingkungan organisasi pemerintahan
di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatar belakanginya.
Manajemen strategi yang semula tumbuh dan berkembang dalam dunia bisnis dan
organisasi profit telah ditérapkan ke dalam berbagai bentuk organisasi termasuk
organisasi pemerintahan. Meluasnya cakupan manajemen strategi tersebut bukan
suatu intervensi untuk perubahan semata, tetapi manajemen strategi sudah
menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.
Bagaimanapun perlu disadari bahwa manajemen strategi yang diterapkan dalam
dunia bisnis (organisasi privat) dengan pemerintahan (non profit) memiliki
beberapa perbedaan, meskipun ada kesamaanuya. Hal tersebut disebabkan olch
karakter organisasi itu sendiri. Berdasarkan sejarah perkembangannya, maka
Nawawi menyebut manajemen strategi dalam lingkungan pemerintahan sebagai
sebuah paradigma baru yang saat ini sudah diterapkan pada hapir semua
organisasi.

Rachmat (2014) menyebutkan dalam bukunya faktor-faktor penentu
keberhasilan manajemen strategik meliputi:
1. Hakikat Penerapan Manajemen Strategik

Penerapan manajemen strategik di lingkungan organisasi pemerintah

Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya.
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Manajemen strategik yang semula tumbuh dan berkembang di dunia bisnis dan
organisasi, termasuk organisasi pemerintahan. Meluasnya cakupan manajemen
strategik bukan intervensi untuk perubahan semata, tetapi sudah menjadi
kebutuhan yang sangat vital bagi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.
Bagaimanapun perlu disadari bahwa manajemen strategik yang diterapkan di
dunia bisnis (organisasi privat) dengan pemerintahan (nonprofit) memiliki
beberapa perbedaan, meskipun ada persamaannya. Hal tersebut disebabkan oleh
karakter organisasinya.
2. Bentuk Penerapan Manajemen Strategik

Berdasarkan sejarah perkembangannya, Nawawi (2003: 144) menjelaskan
bahwa manajemen strategik di lingkungan pemerintahan merupakan paradigm
baru yang saat ini sudah diterapkan hampir semua organisasi. Berkaitan dengan
nilai dalam ' organisasi nonprofit, Moore (2000) secara khusus membahas cara
organisasi nonprofit . mengelola nilai, dengan cara memandang nilai lebih
dianggap sebagai pencapaian misi daripada sekedar kinerja keuangan, lingkungan
sumber dukungan dan legitimasi, membangun legitimasi dan dukungan sebagai
tujuan dan sarana. Moore menambahkan bahwa nilai bagi organisasi profit
mengarah dan didukung oleh kinerja keuangan dan daya tahan organisasi. Adapun
bagi organisasi nonprofit mengarah pada dukungan, legitimasi, dan kapasitas
operasional.

Selain itu, Gran (2002) menegaskan bahwa peran strategi untuk

keberhasilan mempunyai elemen sebagai berikut:



Strategi yang
berhasil

Implementasi yang efektif

Tujuan yang
panjang, sedehana,
dan disepakati

Pemahaman
mendalam tentang
lingkungan
kompetitif

Penilaian sumber
daya yang objektif

Gambar 2.1 Faktor Penentu Keberhasilan Strategi
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Berdasarkan berbagai uraian di atas, perubahan menjadi kata kunci

perlunya manajemen strategik diterapkan dalam organisasi publik atau
pemerintahan. Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat diajukan sebagai bukti

pentingnya manajemen  strategik di lingkungan pemerintahan adalah Keputusan

Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi  Nasional

Pengembangan E-Government yang dapat dijadikan contoh konkret dalam
memaknai peran manajemen strategik dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam
surat Keputusan Presiden tersebut ditegaskan bahwa pemerintah memerlukan
strategi pengembangan E-Government dalam rangka tersedianya jaringan

infomasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, memuaskan, dan

merata. Berdasarkan ungkapan ini terdapat nilai-nilai yang hendak dicapai melalui
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strategi yang ditetapkan bahwa organisasi pemerintah, nilai-nilai tersebut

dimaknai sebagai bentuk pelayanan yang berkualitas, memuaskan, dan merata.

3. Indikator-indikator Strategi

Teori manajemen strategik dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu
penyusunan misi, tujuan, dan strategi; motivasi, struktur, sistem fungsi, kelompok,
budaya, dan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang
sudah ditetapkan. Bagian lainnya adalah kinerja organisasi yang merupakan
bagian dari proses evaluasi dan kontrol manajemen strategik. Masing-masing
tahapan tersebut dijelaskan oleh Stahl dan Grigsby (1998) sebagai berikut.

a. Dalam tahap formulasi ada beberapa langkal vang diperlukan, yaitu analisis
terhadap lingkungan organisasi. Untuk melakukan analisisnya dapat
digunakan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman).
Langkah selanjutnya adalah pembuatan rencana strategik yang meliputi
penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi. Utuk menyusun strategi yang tepat,
organisasi dapat belajar dari pengalaman schingga strategi yang dipilih
disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Begitu pula, implementasi
merupakan tahap yang penting karena dalam tahap ini, seorang pemimpin
bertugas menjalankan strategi yang sudah dibuat. Oleh karena itu, pemimpin
harus mampu meningkatkan motivasi, mendayagunakan struktur, sistem dan
budaya organisasi. Stahl dan Grigsby (1998) menjelaskan bahwa motivasi

dalam tahap implementasi meliputi motivasi pimpinan dan karyawan. Salah

satu cara untuk mendapatkan motivasi yang tinggi adalah melalui pelatihan.
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Selain itu perlu adanya dukungan struktur yang lebih diarahkan pada fungsi
dari masing-masing bagian dalam organisasi.

b. Dalam tahap implementasi juga perlu diperhatikan sistem yang ada, yaitu
menyangkut penganggaran, prosedur, sistem informasi dan budaya dalam
organisasi. Dengan memerhatikan hal tersebut, kebijakan yang dibuat akan
lebih mudah diimplementasikan.

¢. Tahap akhir dalam proses manajemen strategik adalah evaluasi dan control
karena rencana yang sudah dibuat dievaluasi dalam realisasi di lapangan.
Menurut Stahl dan Grigsby (1998), terdapat enam langkah dalam evaluasi dan
kontrol, yaitu: (1) menentukan hal-hal yang akan dikontrol, (2) membuat
seperangkat standar, (3) mengukur hasil. (4) membandingkan antara hasil
dengan standar, (5) mencari alas an penyimpangan, (6) melakukan tindakan
koreksi.

E. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

(Zandri et al., 2018) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu
strategi penguatan ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan
potensi desa. BUMDes dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Yudiardi,
2015). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dan dikembangkan oleh
masyarakat melalui sumber daya lokal yang memiliki permintaan pasar. Peranan
pemerintah pada BUMDes sebagai fasilitator sedangkan mekanisme operasional
diserahkan langsung kepada masyarakat. Pengembangan perekonomian desa
melalui BUMDes dapat dengan leluasa dikembangkan karena terpisah dari

pemerintahan desa tapi juga terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes.



28

Setiap BUMDes memiliki permasalahan yang berbeda-beda tergantung
permasalahan dari desa itu sendiri dan strategi penyelesaian yang sesuai pula
dengan permasalahan desa. Telah banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
didirikan namun setelah didirikannya BUMDes tersebut kegiatan operasional
tidak berjalan dikarena berbagai faktor. Oleh sebab itu perlu adanya strategi yang
digunakan oleh setiap BUMDes agar kegiatan operasional dapat berjalan dan
dapat mengembangkan potensi desa melalui BUMDes. Strategi sangat diperlukan
dengan adanya strategi dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Ketika
BUMDes menghadapi permasalahan yang muncul maka untuk menyelesaikannya
diperlukan suatu strategi: Dalam memilih strategi dilihat dari berbagai segi dengan
lingkup permasalahan yang dihadapi agar dapat menggunakan strategi yang tepat
dalam pengembangan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang
dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan. dibentuk 'berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
BUMDes menurut Undang-undang nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa
(PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi
dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada
umumnya. Int dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga

desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di
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pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan
bermasyarakat.

Purmnomo dalam (Safitri, 2021) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
adalab suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk
memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk
menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDES juga bisa mendirikan usaha-
usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pendirian dan pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari
pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif,
partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya
serius untuk menjadikan pengelolalan badan usaha tersebut dapat berjalan secara
efektif, efisien, professional dan mandiri. Tujuan utama dari pendirian Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES), yaitu:

1. Mendorong perkembangan perekonomian desa;

2. Meningkatkan pendapatan asli desa;

3. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ckonomi produktif masyarakat
desa yang berpenghasilan rendah:;

4. Mendorong berkembangan usaha mikro sektor informal. (Purnomo, 2004)

Adapun tujuan pembentukan BUMDes antara lain:

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber
pendapatan lain yang sah;
2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit

usaha desa;
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3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga
kerja masyarakat di desa;

4. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang
berpenghasilan rendah. (Purnomo, 2004)

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas
Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul Buku Panduan
Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan
bahwa, “BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi
sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution),
BUMDes _sebagai lembaga sosial berpihak kepada kcpentingan masyarakat
melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai
lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya
lokal (barang dan. jasa) ke pasar.” (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem
Pembangunan Fakultas Fkonomi Universitas Brawijaya: 2007: 3} Terdapat 9
(sembilan) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi
komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui
penyertaan modal (saham atau andil);

3. Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan
serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (local

wisdom);
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4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa
sccara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi
masyarakat.

5. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja
potensial yang ada di desa.

6. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan atau penyerta modal.

7. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui
musyawarah desa.

8. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village
policy)

9. Difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas
inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, Ini berarti pemenuhan modal
usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak
menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada
pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak
ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undangundangan (UU 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting
untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan
dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa

(Perdes).
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Kehadiran UU Desa berimplikasi pada peningkatan kewenangan desa.

Peningkatan kewenangan desa berbanding lurus dengan peningkatan pendanaan

untuk membiayai otoritas ini. pemerintah pusat dan daerah telah mengalokasikan

dana ke desa-desa, yang biasa disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa

(ADD). Selain itn, desa dapat mengoptimalkan PADes, dan salah satu strategi

terbaik untuk meningkatkan PADes adalah mendirikan BUMDes. Ada tiga poin

penting dalam mendirikan BUMDes untuk pembangunan desa, yaitu:

1.

&

BUMDes sebagai entitas bisnis, tetapi tujuannya tidak semata-mata untuk
mencari keuntungan, tetapi juga memiliki biaya layanan kepada masyarakat
sebagai perpanjangan dari\. PEMDes dan . melakvkan upaya untuk
memberdayakan masyarakat dan menggerakkan perckonomian desa.

BUMDes tidak boleh mangambil alih kegiatan ekonomi yang telah dilakukan
oleh warga tetapi menciptakan yang baru, menambah nilai atau mensinergikan
kegiatan ekonomi yang sudah ada dan dilakukan terlebih dahulu oleh
penduduk desa.

BUMDes adalah dalam bentuk Perusahaan Sosial, yang merupakan lembaga
bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah sosial, dengan
menciptakan nilai, mengelola potensi dan aset dan memberikan manfaat
maksimal kepada warga.

Keberhasilan BUMDes bukanlah suatu kebetulan. Selama ada orang di

desa, desa itu masih memiliki potensi. Bukan hanya milik desa tertentu. Setiap

desa memiliki peluang untuk berhasil dan sejahtera jika dapat menggali

potensinya dan menemukan peluang.
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Kehadiran BUMDes dapat diartikan sebagai perwujudan demokrasi
ckonomi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 harus
mencerminkan:

1. Semangat kerja sama dan prinsip keluarga
2. Mengelola bumi, air, dan sumber daya alam di desa
3. Demokrasi Ekonomi dari, oleh, dan untuk desa.

Kehadiran BUMDes didorong untuk menjadi lembaga desa yang mampu
mengelola semua aset dan potensi yang ada di desa. Sejauh ini, desa sering hanya
menjadi penonton dari praktik eksploitasi orang lain. Akibatnya, desa tidak bisa
mendapat manfaat lebili dari kekayaan mereka. BUMDes harus bisa mengubah
kebiasaan seperti itu. Semua kekayaan desa harus dinikmati oleh semua orang di
desa (Benny dan Tetty, 2020).

Oleh karena itu, BUMDes sangat cocok dengan semangat demokrasi
ekonomi dari, oleh dan untuk desa. BUMDes berasal dari. kehendak kolektif
masyarakal yang menunjukkan bahwa pendahulunya adalah BUMDes dari
masyarakat. Meski begitu, BUMDes dikelola lansung oleh masyarakat desa, dan
hasilnya lansung dinikmati oleh masyarakat desa (Benny dan Tetty, 2020).

BUMDes memiliki dua tujuan besar, yaitu mencari manfaat materi dan
memberikan manfaat kepada penduduk desa. Cara kerja yang bermanfaat inilah
yang membedakan BUMDes dari entitas bisnis lainnya. Selain mengeksplorasi
manfaat material maksimum, BUMDes diharapkan dapat memberikan
pemberdayaan kepada masyarakat desa. Tujuannya tidak hanya untuk mencari

manfaat finansial, tetapi juga untuk memberikan manfaat sosial bagi masyaarakat
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pedesaan. Karena modal terbesar BUMDes adalah modal sosial dari masyarakat
desa (Benny dan Tetty, 2020).
F. Kerangka Pikir

Penelitian dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Dalam kerangka
pikir penelitian menggunakan teori mengenai fungsi manajemen strategik.

Fungsi manajemen strategik berpedoman dalam buku manajemen strategik
Rachmat (2014) yang merupakan elemen-elemen dasar dan melekat dalam proses
manajemen yang akan dijadiken acuan pemerintah dalam perencanaan yang
terstruktur untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berikut ada empat fungsi
diantaranya, perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan

(directing) dan evaluasi (evaluation)

Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes)

1
Perencanaan Pengorganisasian Pengarahan Pengevaluasian
(planning) {organizing) | (directing) (evaluating)

Faktor yang mempengaruhi
pengelolaan
badan usaha milik desa (Bumdes)

Gambar 2.2 Kerangka Pikir
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G. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian ini

adalah melihat sejauh mana strategik pemerintah dalam pengelolaan Badan Usaha

Miiik Desa (BUMDes) dengan menggunakan konsep fungsi manajemen strategik

dengan indikator perencanaan (planning), pengorganisasian  (organizing),

pengarahan (directing) dan pengevaluasian (evaluation).

H. Deskripsi Fokus

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka penelitian ini yang menjadi fokus

adalah:

1.

Perencanaan (planning), perencanaan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) dengan menetapkan secara garis besar apa yang perlu
dilakukan dan metode apa yang digunakan untuk melakukannya agar
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan bagaimana BUMDes Sipakainga
Desa Maccini Baji menetapkan tujuan yang ingin dicapai.

Pengorganisasian (organizing), pengorganisasian dalam pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mencari masyarakat yang ingin
mengelola BUMDes kemudian menyusun pembagian kerja beserta fungsi
masing-masing kepada pengelola agar saling bekerja sama untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji.
Pengarahan (directing), pengarahan yang dimaksud dalam pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dengan memberikan bimbingan atau
arahan serta memonitoring usaha agar berjalan dengan baik sehingga

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh BUMDes Sipakainga Desa
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Maccini Baji.

. Pengevaluasian (evaluating), pengevaluasian yang dimaksud dalam
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu dengan melaporkan
setiap hasil kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga pemerintah
desa dapat mengetahui kegiatan pengelolaan BUMDes Sipakainga Desa

Maccini Baji berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.



BAB 11
METEDOLOGI PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu pada bulan April
dan Mei 2021. Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Desa
Maccini baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data
kualitatif dalah proses memilih, memilah dan mengorganisasikan data yang
terkumpul dari catatan lapangan, hasil observasi, wawancara mendalam dan
dokumentasi. Penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna dan
keunikan obyek yang diteliti, memahami proses dan atan interaksi sosial,
menggunakan analisis data yan bersifat deskriptif.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yang dilakukan
untuk mendapat gambaran atau deskripsi tentang fenomena sosial yang
diteliti.
C. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara lansung dari hasil
observasi maupun wawancara oleh narasumber atau informan pada objek

atau lokasi penelitian.
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2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu, data yang diperoleh secara tidak lansung untuk
mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau catatan
yang ada serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media dan arsip-
arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang
berkaitan dengan judul penelitian penulis.
D. Informan Penclitian
Informan merupakan sasaran objek peneliti. yang menjadi sumber
informasi dalam_pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan
wawancara lapangan.
Berikut informan yang akan terlibat dalam penelitian Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng
Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Informan Penelitian

No Nama Inisial Jabatan

1. Syamsuddin JU SY Penasihat BUMDes

2. Zulkarnain ZL Ketua Pengelola BUMDes
3. Widiarto WD Sekertaris Pengelola BUMDes
4. Irfan IR Bendahara Pengelola BUMDes
5. Zainuddin Kasim ZK Masyarakat

6. Halim HL Masyarakat
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E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dan informasi guna

memperkuat hasil penelitian maka teknik yang digunakan adalah :

1.

Observasi, yaitu proses pengamatan secara lansung di lapangan agar
mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat dalam penelitian
pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes).

Wawancara, yaitu melakukan suatu percakapan yang mengarah pada suatu
masalah dan merupakan tanya jawab lisan untuk memperoleh data atau
informasi sejelas mungkin mengenai pengelolaan badan usaha milik desa
(BUMDes).

Dokumentasi, yaitu pelengkap dari pengumpulan dan pengambilan data
sebagai proses pembuktian yang didasarkan atas Jenis sumber apapun, baik
yang bersifat tulisan maupun lisan dalam penelitian pengelolaan badan usaha
milik desa (BUUMDes).

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan sehingga dapat mudah

dipahami. Miles dan Hubermen (1992) mengemukakan tiga tahapan dalam

analisis data, yaitu :

L.

Reduksi Data (Data Reduction)

Merupakan data yang diperoleh dari lapangan dan merangkum, memilah hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga memberikan

gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk pengumpulan data.
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2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data sebagai sekumpulan informasi
tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan digunakan
untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil
tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion drawing)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang dapat menjawab
rumusan masalah berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam
bentuk desktiptif objek penclitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

G. Pengabsahan Data

Kreadibilitas data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu
diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam
penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni
mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari
sumber data dengan ~menggunakan teknik pengumpulan datan lain serta
pengecekan pada waktu yang berbeda yaitu:
1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
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3. Triangulasi Waktu

Dalam rangka pengujian kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara
melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam
waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda,

dilakukan secara berulang-ulang sehingga ampai ditemukan kepastian datanya.
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BABIV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Letak Geografis dan Administrasi

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di bagian
selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 10 KM dari Ibu kota
Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak
pada 5°33' - 5°34' Lintang Selatan dan 120°38' - 120°33' Bujur Timur.
Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran
tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter diatas permukaan air laut.
Namun demikian wilayah Kabupaten Gowa scbagian besar merupakan
dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% terutama di bagian timur hingga
selatan karena merupakan Pegunungan Tinggimoncong, Pegunungan
Bawakaraeng-Lompobattang dan Pegunungan Batureppe-Cindako. Dari
total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas
40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong,
Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai
yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran
yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 KM? dengan
panjang sungai utama 90 KM.
Batas administrasi Kabupaten Gowa: sebelah Utara berbatasan dengan
Kota Makassar dan Kabupaten Maros, sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto, sebelah barat berbatasan
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dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten

Bantaeng.

|
i
l
!
|
‘i
1

Peta Administrasi Kabupaten Gowa

Luas wilayah Kabupaten Gowa sekitar 1.883,33 KM? atau sekitar
3,01% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 18 kecamatan
yang meliputi 167 desa/kelurahan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Gowa

dibagi menjadi 2 golongan kecamatan berdasarkan sebagian besar wilayah,

yaitu kecamatan dataran rendah dan kecamatan dataran tinggi. Luas




kecamatan bervariasi dengan tingkat kelerengan dacrah yang bervariasi
dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Terdapat 9 kecamatan yang
terletak di dataran rendah dan 9 kecamatan di dataran tinggi. Ibu kota
Kabupaten Gowa adalah Sungguminasa, yang meliputi seluruh wilayah
Kecamatan Somba Opu, sebagian Kecamatan Pallangga, dan 2 Kelurahan
di wilayah Kecamatan Bontomarannu.

Disamping itu, dari 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gowa,
terdapat 3 kecamatan luas, yaitu Kecamatan Parang Loe dengan luas
221,26 KM? atau 11,75% dari luas Kabupaten Gowa, Kecamatan Tombolo
Pao dengan luas 251,82 KM? atan 13,37% dari luas Kabupaten Gowa dan
Kecamatan Biringbulu yang mempunyai luas 218,84 KM? atau 11,26%
dari luas Kabupaten Gowa secara keseluruhan. Berikut tabel mengenai
luas daerah dan pembagian daerah administratif di Kabupaten Gowa.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Gowa Berdasarkan Luas Kecamatan

No Kecamatan Luas (KM?) Persentase (%)
1. Bontonompo 30,39 1,61

2. BontonompoSelatan 29,24 1,55

3. Bajeng 60,09 3,19
4. Bajeng Barat 19,04 1,01

5. Pallangga 48,24 2,56
6. Barombong 20,67 1,10

7. Somba Opu 28,09 1,49

A
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8. Bontomarannu 52,63 2,79
9. Pattalassang 84,96 4,51
10. Parangloe 221,26 11,75
11. Manuju 91,90 4,88
12. Tinggimoncong 142,87 7,59
13. Tombolo Pao 251,82 13,37
14. Parigi 132,766 7,05
15. Bungaya 175,53 9,32
16. Bontolempangan 142,46 7,56
17. Tompobulu 132,54 7,04
18. Biringbulu 218.84 11,62
Jumlah 1.883,33 100,00

Sumber: Badan Pusat Statstik, Gowa dalam angka 2019

2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Disamping itu, dari 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten
Gowa, terdapat 3 kecamatan luas, yaitu Kecamatan Parang Loe dengan
luas 221,26 KM?* atau 11,75% dari luas Kabupaten Gowa, Kecamatan
Tombolo Pao dengan luas 251,82 KM? atau 13,37% dari luas Kabupaten
Gowa dan Kecamatan Biringbulu yang mempunyai luas 218,84 KM? atau
11,26% dari luas Kabupaten Gowa secara keseluruhan.

Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten
terbesar ketiga di Sulawesi Selatan Setelah Kota Makassar dan Kabupaten

Bone. Berdasarkan hasil Sensus penduduk pada tahun 2010, penduduk
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Kabupaten Gowa tercatat sebesar 652.941 jiwa. Pada tahun 2011
bertambah 659.513 jiwa atau sebesar 5,45%.Sedangkan untuk jumlah
penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan struktur umur tahun 2011,
kelompok umur 5-9 tahun yang terbanyak dengan jumlah 69.707 jiwa dan
kelompok umur 60-64 tahun terkecil dengan jumlah 7.605 jiwa.
Sedangkan untuk jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan struktur
umur tahun 2011, kelompok umur 5-9 tahun yang terbanyak dengan
jumlah 69.707 jiwa dan kelompok umur 60-64 tahun terkecil dengan
jumlah 7.605 jiwa.

Jumlah penduduk menurut angkatan kerja di Kabupaten Gowa
pada tahun 2011 berjumlah 298.089 jiwa yang terdiri dari laki-laki
berjumlah 188.640 jiwa dan perempuan dengan jumlah 109.449 jiwa. Dari
seluruh angkatan kerja yang berjumlah 298.089 jiwa, terdapat 178.012
jiwa laki-laki. yang bekerja dan 10.628 jiwa laki-laki yang mencari
pekerjaan. Sedangkan jumlah seluruh penduduk petempuan yang bekerja
adalah sebanyak 99.048 jiwa dan yang mencari pekerjaan sebanyak 10.401
Jiwa.Dilihat dari lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten
Gowa bekerja di sektor pertanian, yaitu berjumlah 62,460 jiwa laki-laki
dan 21.453 perempuan.

. Gambaran Umum Desa Maccini Baji
1. Kondisi Geografis
Desa Maccini Baji merupakan salah satu Desa dari 10 Desa dalam

wilayah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang dibentuk pada tanggal
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14 Juni 1967 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang
penggabungan Desa dalam wilayah Kabupaten Gowa. Desa Maccini Baji
berada 35 Km dari ibu Kota Provinsi atau 20 Km dari kota sungguminasa
Ibukota Kabupaten Gowa atau sekitar 1 Km dari Limbung Ibukota
Kecamatan Bajeng Desa Maccini Baji dengan luas wilayah 10,85 Km®.
Batas — batas wilayah Desa Maccini Baji adalah sebagai berikut :
a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Maradekaya Kecamatan
Bajeng
b) Sebelah Timur berbatasan dengan Dcsa Pa’bentengang Kecamatan
Bajeng.
¢) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panyangkalang Kecamatan
Bajeng.
d) ' Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalebajeng Kecamatan
Bajeng.

Desa Maccini Baji mempunyai luas wilayah 10,85 Km? dengan
jumlah penduduk 4.412 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.925
jiwa dan perempuan sebanyak 2.487 jiwa. Pemerintahan Desa Maccini
Baji terbagi 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun Bontomaero, Dusun
Pakkingkingang, Dusun Parangrea, Dusun Borong Untia. Pada tahun 2005
pemekaran Dusun Borong Untia menjadi 2 dusun yaitu Dusun Borong
Untia dan Dusun Parang Berua. Jadi Desa Maccini Baji memiliki 5 Dusun,

yaitu :
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a. Dusun Bontomaero
b. Dusun Pakkingkingang
¢. Dusun Parangrea
d. Dusun Borong Untia
€. Dusun Parang Berua
2. Iklim Desa Maccini Baji

Desa Maccini Baji memiliki iklim dengan tipe D4 (3,032) dengan
ketinggian 200-700 dari permukaan laut dan dikenal 2 (dua) musim yaitu
musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan dimulai pada bulan
Desember hingga bulan Maret dan musim kemarau dimulai pada bulan
Juni hingga September. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun
setelah melewati masa peralihan (musim pancaroba) sekitar bulan April
hingga Mei dan bulan Oktober hingga November. Jumlah curah hujan di
Desa Maccini Baji tertinggi pada bulan Januari mencapai 1.182 M (hasil
pantauan beberapa stasiun/pos pengamatan) dan terendah pada bulan
Agustus hingga September.
3. Kondisi Demografis

Adapun Kondisi Demografis Desa Maccini Baji Kecamatan
Bajeng Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut.
a) Perckonomian Desa

Perekonomian desa dan masyarakat Desa Maccini Baji terbagi

menjadi 8 usaha yang dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.2 Jenis Usaha Yang ada di Desa Maccini Baji

No Jenis Usaha Jumlah Pengusaha
1. | Pengrajin Batu Merah 30
2. | Kelompok Simpan Pinjam 15
3. | Pabrik 7
4. | Pertokoan/Warung 30
5. | Bengkel 5
6. | Pertukangan 10
7. | Jual Beli Gabah 4
8. | Penjual Kue 10
Jumlah 111

Sumber : Data profil Desa Maccini Baji 2018

Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perckonomian di Desa
Maccinibaji di topang olah 8 usaha ditahun 2018. Adapun yang pertama
yaitu pengrajin batu merah sebanyak 30 pemilik usaha yang tersebar di
Desa Maccinibaji. Selanjutnya yaitu kelompok simpan pinjam sebanyak
15 unit usaha di Desa Maccinibaji. Selanjutnya yaitu Pabrik sebanyak 7
unit usaha di Desa Maccinibaji. Selanjutnya yaitu Pertokoan/Warung
dengan jumlah 30 unit usaha di Desa Maccinibaji. Selanjutnya yaitu
Perbengkelan dengan jumlah 5 unit usaha di Desa Maccinibaji.
Selanjutnya yaitu pertukangan sebanyak 10 orang yang terdaftar di Desa

Maccinibaji pada tahun 2018. Selanjutnya jenis usaha jual beli gabah
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sebanyak 4 unit usaha dan terakhir yaitu jenis usaha penjual kue sebanyak
10 orang. Seluruh data perekonomian desa tercatat pada tahun 2018.
b) Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian masyarakat Desa Maccini Baji yang
dikategorikan menjadi 10 jenis pekerjaan yang dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Maccini Baji

No Jenis Pekerjaan Jumlah
1. PNS 13
2. POLRI 7
3. Penstunan 331
4. Pedagang 25
5. ' | Petani 312
6. Pertukangan 10
7. Wiraswasta 19
8. Sopir 17
9. Perbengkelan 5
10. | Tenaga Honor 34

Jumlah 773

Sumber : Data profil Desa Maccini Baji 2018
Pada Tabel 4.2 menunjukkan 10 jenis pekerjaan masyarakat Desa
Maccinibaji yang pertama yaitu PNS sebanyak 13 orang, Polri sebanyak 7

orang, Pensiunan sebanyak 331 orang yang merupakan pensiunan POLRI,
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TNI dan PNS lainnya, Pedagang sebanyak 25 orang, Petani sebanyak 312
orang, Pertukangan sebanyak 10 orang, Wiraswasta sebanyak 19 orang,
Sopir sebanyak 17 orang, Perbengkelan Sebanyak 5 orang dan terakhir
yaitu jenis pekerjaan Tenaga Honor sebanyak 34 orang. Data pada Tabel
2merupakan data yang tercatat pada tahun 2018.
¢) Keadaan Statistik Sosial dan Budaya Desa

Desa Maccini Baji dengan jumlah penduduk 2.810 Jiwa
berdasarkan sensus penduduk dari data statistic tahun 2018, yang terdiri
dari laki-laki 1.306 jiwa, perempuan 1.504  jiwa dengan jumlah kepala
keluarga (KK) 782 KK dengan penganut Agama Islam 100%. Adapun
Keadaan Statistik Sosial Budaya Desa sebagaimana tabe] dibawah ini

Tabel 4.4 Keadaan dan Jumlahk Penduduk Desa Maccini Baji

No. | Witayah (Dusun) | Laki-laki Perempuan Jumlah
1. | Bontomaero 347 352 699
2. | Pakkingkingang 247 275 519
3. | Parangrea 211 244 455
4. | Boronguntia 258 273 531
5. | Parangberua 243 363 606

Jumlah 1.036 1.504 2.810

Sumber : Data profil Desa Maccini Baji 2018
Pada Tabel 4.3 menunjukkan jumlah penduduk Desa Maccinibaji
di 5 Dusun, yang pertama yaitu Dusun Bontomaero dengan jumlah

penduduk laki-laki 347 jiwa dan penduduk perempuan 352 dengan total
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jumlah penduduk di Dusun 43Bontomaero sebanyak 699 jiwa. Dusun
Pakkingkingang dengan jumlah penduduk laki-laki 247 jiwa dan penduduk
perempuan 245 dengan total jumlah penduduk di Dusun Pakkingkingang
sebanyak 519 jiwa. Dusun Parangrea dengan jumlah penduduk laki-laki
211 jiwa dan penduduk perempuan 244 dengan total jumlah penduduk
diDusun Parangrea sebanyak 455 jiwa. Dusun Boronguntia dengan jumlah
penduduk laki-laki 258 jiwa dan penduduk perempuan 273 dengan total
jumlah penduduk di Dusun Bontomaero sebanyak 531 jiwa. Dusun
Parangberua dengan jumlah penduduk laki-laki 243 jiwa danpenduduk
perempuan 363 dengan total jumlah penduduk di Dusun Bontomaero
sebanyak 606 jiwa. Dengan keseluruhan jumlah penduduk Desa
Maccinibaji pada sensus 2010 yaitu sebanyak 1.306 jiwa penduduk laki-
laki dan sebanyak 1.504 jiwa penduduk perempuan -dengantotal 2.810
Hwa.
4. Profil BUMDes Desa Maccini Baji
a. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga Desa
Maccini Baji.
Visi yaitu menjadikan pendorong tumbuhnya Usaha Ekonomi
Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji, sebagai sentra
perdagangan jasa, pertanian dan industri kerakyatan yang kuat
menuju masyarakat sejahtera, cerdas, sehat, dan terampil.
Misi yaitu, memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang

ada di Desa Maccini Baji, mendorong tumbuhnya inisiatif dan
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inovasi produk lokal sehingga memiliki daya saing yang tinggi pada
tingkat nasional maupun lokal, pengembangan usaha eckonomi
melalui usaha simpan pinjam dan usaha sektor rill, memfasilitasi
kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok,
memanfaatkan potensi sumber desa yang belum optimal,
meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga Desa
Maccini Baji

Pemerintah Desa Maccini ‘Baji mendirikan BUMDes
Sipakainga pada tanggal 9 Februari 2016. BUMDes Sipakainga
merupakan lembaga usaha ekonomi Desa yang bertujuan melakukan
pemanfaatan sumber daya di Desa, pengembangan ekonomi
masyarakat dan pembangunan Desa sesuai kebutuhan dan potensi
Desa. BUMDes Sipakainga berkedudukan di Desa Maccini Baji
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga di
Desa Maccini Baji dapat diperoleh dari :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) Desa Maccini

Baji sebagai modal awal BUMDes Sipakainga.
2. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten.

3. Tabungan Masyarakat.
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4. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Pemerintah, dan atau non
Pemerintah.
3. Penyertaan modal dari pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas
dasar saling menguntungkan.
¢. Jenis Usaha yang dikelola BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji

Adapun jenis usaha: yang dimiliki dan dikelola BUMDes

Sipakainga Desa Maccini Baji yaitu :
a. Unit usaha simpan pinjam
b. Unit usaha saprodi (sarana produk padi)

BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji merupakan salah satu
BUMDes yang ada di Kabupaten Gowa yang memanfaatkan sumber
daya pertanian. Potensi pertanian yang ada di Kecamatan Bajeng
khususpya. Desa Maccini Baji yang menjadi peluang untuk
pengembangan  perekonomian masyrakat dengan mengembangkan
sumber daya alam yang ada.

d. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMDes Sipakainga Desa Maccini
Baji
a. Maksud pendirian BUMDes adalah penciptaan lapangan kerja
bagi masyarakat Desa Maccini Baji melalui pemanfaatan sumber
daya di Desa, termasuk sumber daya pertanian.
b. Tujuan BUMDes Desa Maccini Baji yaitu :
1) Meningkatkan perekonomian Desa.

2) Optimalisasi asset Desa untuk kesejahteraan Desa.
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3) Meningkatkan usaha masyarakat Desa dalam pengelolaan
potensi ekonomi Desa.
4) Pengembangan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak
ketiga.
5) Upaya menciptakan peluang kerja dan jaringan pasar yang
mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa.
6) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan
asli Desa.
Penghasilan BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji
Pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDecs) Sipakainga
Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa merupakan
pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan
pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusunan
atas barang-barang investasi dalam 1 (datu) periode usaha. Adapun
tata cara pernbagian keuntungan yaitu sebagai berikut :
a. Hasil usaha adalah seluruh pendepatan dikurangi dengan biaya
pengeluaran,
b. Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, yaitu sebagai berikut :
1} Pendapatan Asli Desa sebanyak 35%
2) Pengelola sebanyak 20%
3) Pemupukan modal usaha 37%

4) Pelatihan / Dana Sosial / Umum sebanyak 8%
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f. Struktur Organisasi BUMDes Desa Maccini Baji

PENASIHAT
KEPALA DESA MACCINI BAJI

PELAKSANA
OPERASIONAL
______________ BADAN
KETUA PENGAWAS
SEKRETARIS
BENDAHARA
UNIT USAHA SIMPAN UNIT USAHA SAPRODI
PINJAM (sarana produk padi)

Gambar 4.2 Struktur Pengurus BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji

Berdasarkan Permendesa No 4 Tahun 2015 tentang persyaratan,
kewajiban, hak dan wewenang pengelola BUMDes. Melihat pada isi dari
Permendesa No 4 Tahun 2015 pasal 10 disebutkan bahwa susunan kepengurusan
organisasi pengelola BUMDes terditi dari penasihat, pelaksana operasional
(pengelola) dan pengawas. Penasihat BUMDes dijabat oleh ex-offcio (kepala
desa) yang mana penasihat akan melaksanakan tugas pengawasan dan
memberikan nasihat kepada pengelola BUMDes dalam melaksanakan
pengelolaan, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
penting bagi pengelolaan BUMDes dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan

pengelolaan BUMDes. Pelaksana Operasional (pengelola) adalah mereka yang
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telah dipilih dalam musyawarah BUMDes sebagai pengelola BUMDes yang mana
disahkan oleh kepala desa. Tugas dari pelaksana operasional yaitu melaksanakan
dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan
ekonomi dan/ atau pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan
memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli
desa dan melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa
lainnya. Adapun peran ketua BUMDes yaitu bertindak sebagai pelaksana
operasianal unit kerja yang di bawah wewenangnya, bertindak sebagai pengendali
unit kerja yang di bawah wewenangnya, bertindak sebagai pembuat keputusan
pada unit kerja yang di bawah wewenangnya, bertindak sebagai pemberi
informasi kepada pihak yang berkepentingan, bertindak schagai enterpreneur
yakni penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada
BUMDes, bertindak sebagai penanggung jawab dalam mengelola sumber daya
yang dimiliki BUMDes. Peran sekertaris BUMDes yaitu membantu ketua dalam
menjalankan tugasnya schari-hari, melakukan pencatatan aktivitas penting yang
harus didokumentasikan, menyusun laporan kinerja unit usaha, menyimpan file-
file penting yang berhubungan dengan aktivitas unit usaha BUMDes,
menyediakan laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak yang
berkepentingan, bertanggung jawab kepada ketua. Peran Bendahar yaitu sebagai
juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes, sebagai kasir yang
menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDes, sebagai pencatat
seluruh uang masuk dan keluar unit usaha BUMDes, bertanggung jawab kepada

ketua. BUMDes memiliki pengawas, yang mana keberadaan pengawas BUMDes
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sebagai wakil dari kepentingan masyarakat. Tugas pengawas BUMDes adalah
mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelola BUMDes dan berkewajiban
menyampaikan laporan dari hasil pengawasan disertai dengan saran/pendapat
untuk disampaikan kepada pemerintah desa.
g. Perkembangan Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Sipakainga Desa Maccini Baji
Tabel 4.5 Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga

Desa Maccini Baji

N | ASET | VOL TAHUN ANGGARAN JUMLA | SUM KET

o | DESA | UME H BER | (PEMANF
DAN AATAN)
2017 2018 2020 A
1 | Penyer 49.266. | 32.104. | 19.390. | 100.76].
taan 454,00 | 546,00 | 400,00 400,00
Modal
Desa

2 | Penye 1 49.266. | 32.104. | 19.390. | 100.761.
rtaan | Kegia | 454,00 | 546,00 | 400,00 400,00
Modal | tan
Awal
BUM
Des

3 | Penye 49.266. | 32.104. | 19.390. | 100.761. | DDS | BUMDes
rtaan 454,00 | 546,00 | 400,00 | 400,00
Modal
BUM
Des
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Dalam perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga Desa
Maccini Baji pada awal tahun berdirinya belum memiliki anggaran dari
Pemerintah Desa. Kemudian pada tahun 2017 Pemerintah Desa mengeluarkan
anggaran penyertaan modal Pemerintah Desa sebesar Rp. 49.266.454,00.
Selanjutnya pada tahun 2018 Pemerintah Desa kembali menganggarkan
penyertaan modal BUMDes sebesar Rp. 32.104.546,00, dan pada tahun 2019
anggaran untuk penyertaan modal BUMDes ditiadakan dan kembali dianggarkan
pada tahun 2020 senilai Rp. 19.390.400,00 sehingga jumlah anggaran penyertaan
modal BUMDes sampai sekarang sebesar Rp. 100.761.400,00.

B. Pengelolaan Badan Usaba Milik Desa (BUMDes) Desa Maccini Baji

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini
Baji memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan, sebab strategi
memberikan arah, tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan
agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Strategi sebagai pendukung untuk
pengambilan keputusan yang dapat memberikan kesatuan hubungan antara
keputusan-keputusan yang diambil oleh organisasi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan
ekonomi local dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki
lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desanya. Peningkatan
kapasitas ini mempunyai tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga
desa lewat pengembangan usaha ekonomi. Selain itu, BUMDes juga memberikan

efek atas meningkatnya pendapatan asli desa (PAD) yang mampu memungkinkan
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desa untuk melaksanakan pembangunan serta untuk pengembangan kesejahteraan
masyarakat.

Keberadaan BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di
bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja
sama antardesa. Kehadiran BUMDes juga mampu memberikan sumbangsi dalam
peningkatan perckonomian masyarakat setempat dan pemberdayaan potensi ini
juga memberikan sumbangsih terhadap pengembangan Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji dikelola oleh
Pemerintah Desa bekerja sama dengan masyarakat. Pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa ini mengikutsertakan masyarakat yang diinginkan mampu bekerja
sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Sipakainga Desa Maccini Baji melakukan pengelolaan yang berdasar dengan hasil
musyawarah dengan- pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga mencapai
hasil yang ingin dicapai dalam mengelola BUMDes Desa Maccini Baji.

Sebagaimana hasil wawancara dengan. Kepala Desa Maccini Baji
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa :

“Sebelum dibentuk pengurus kita mengadakan sosialisasi pembelajaran
BUMDes dulu setelah itu baru mencari calon pengelola yang bisa
mengurus BUMDes kemudian kita musyawarahkan. Selanjutnya
pengelola BUMDes dapat merencanakan rencana kerjanya kedepan agar
saling menguntungkan untuk untuk desa serta masyarakat yang terlibat
dalam pengelolaan. (wawancara 3 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala Desa

Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa penulis dapat menyimpulkan
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bahwasanya dalam mengatur strategi pengelolaan BUMDes terlebih dahulu
melakukan sosialisai pembelajaran BUMDes setelah itu dapat dimusyawarahkan
terkait rencana-rencana kerja yang akan dilakukan pengelola dalam mengelola
Badan Usaha Milik Desa di Desa Maccini Baji. Bagaimana dengan
mendiskusikan teori Marrus (2002:31) bahwa strategi merupakan suatu proses
penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokuspada tujuan jangka
panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar
tujuan tersebut tercapai.

Wawancara dengan ketua pengelola BUMDes Desa Maccini Baji yang
mengatakan bahwa :

“BUMDes di Desa Maccini Baji sistem pengelolaannya adalah bagaimana
kita bisa menciptakan peluang usaha, intinya bahwa semua bentuk usaha
itu bisa menghasilkan. Salah satunya yang sudah berjalan adalah simpan
pinjam, (wawancara 17 Mei 2021)”

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa strategi pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa di Desa Maceini Baji yaitu bagaimana pemerintah desa
dan pengelola bisa menciptakan peluang usaha untuk dikelola dan semua bentuk
usaha bisa menghasilkan. Oleh karena itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh
masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa
dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, menurut Undang-undang
nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam
rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Maccini Baji.

Wawancara dengan sekertaris BUMDes Desa Maccini Baji yang

mengatakan bahwa :
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“Badan Usaha Milik Desa secara pengelolaan memiliki aturan yang
diterapkan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah. Adapun strategi dan
pengelolaan yang jelas untuk bisa mendapatkan persoalan dana di
BUMDes itu mempengaruhi dari sisi pekerjaan masyarakat dan memiliki
UKM yang aktif. (wawancara 7 Mei 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa
strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diterapkan pada
Peraturan Desa dan Peraturan Daerah; dan untuk masyarakat Desa Maccini Baji
yang ingin membantu pengelolaan dapat dilihat dari sisi pekerjaan dan memiliki
UKM yang aktif sampai sekarang ini. Seperti halnya dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahua 2015 tentang cara pembentukan dan
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bahwa pembentukan Badan
Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat
desa lewat pengembangan penghasilan serta memberikan partisipasi ekonomis
untuk pemerintah desa. Kemudian Mimawati (2018) menjelaskan bahwa
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini mengikutsertakan masyarakat yang
diinginkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing desa yang sudah
mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diberikan dana dari
pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-
masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Kemudian ditambahkan oleh Bendahara BUMDes Desa Maccini Baji yang
mengatakan bahwa :

“Tentunya dalam hal ini BUMDes di naungi oleh Pemerintah Desa, jadi
strategi yang dilakukan BUMDes ini tentu harus ada kerjasama dengan
masyarakat yang ada di Desa tersebut, tentunya dalam hal ini kami selaku
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pengurus  mengupayakan  mengoptimalisasikan  upaya  untuk
memproduktitkan dana BUMDes yang ada di Desa ini walaupun secara
bertahap. (wawancara 20 Mei 2021)”

Sesuai dengan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi
dalam mengelola BUMDes di Desa Maccini Baji tentu telah di naungi oleh
pemerintah Desa dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memproduktifkan
dana BUMDes yang ada di Desa Maccini Baji.

Dalam mengukur suatu keberhasilan Pengelolaan Badan Usaha (BUMdes)
dapat di analisis berdasarkan indicator fungsi manajemen strategi dalam buku
(Rachmat, 2014) yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
pengarahan (directing), pengevaluasian (evaluating).

1. Perencanaan (planning)

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini
Baji, perencanaan merupakan kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan
dengan sumber yang dimiliki dan membutuhkan suatu aktivitas administrasi,
mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan
untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
dengan menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode apa
yang akan digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dan bagaimana BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji menetapkan
tujuan yang ingin dicapai.

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa
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“Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji perlu diadakan
musyawarah untuk merencanakan perencanaan yang tepat dalam
mengelola badan usaha milik desa. Selanjutnya pengelolaannya
direncanakan oleh pengelola sesuai dengan jenis usaha yang telah
ditetapkan sebelumnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga. AD/ART inmi merupakan hasil musyawarah pengelola dan
pemerintah desa dalam menetapkan rencana kedepan BUMDes di Desa
Maccini Baji. (wawancara, 3 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa
perencanaan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa
Maccini Baji terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan pengelola dan
pemerintah desa sehingga menghasilkan AD/ART yang akan dijadikan pedoman
dalam mengelola BUMDes. Bagaimana dengan mendiskusikan dengan teori
Nawawi  (2003:52) bahwa perencanaan merupakan serangkaian proses
manajeman, pemelihan sejumlah kegiatan untuk diterapkan sebagai keputusan
tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana akan dilakukan serta
siapa yang akan melaksanakannya dan penetapan secara sistematis untuk
mengontrol dan mengarahkan kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan
yang telah ditetapkan,

Adapun hasil wawancara dengan ketua pengelola BUMDes di Desa
Maccini Baji yang mengatakan bahwa :

“Perencanaan di awali dengan pertemuan-pertemuan seperti rapat, dari situ
kita merancanakan program yang akan direncanakan dan sistem
keuangannya itu kita cuma satu pintu yaitu bendahara saja. (wawancara 17
Mei 2021)”

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa perencanaan dalam

pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji selalu di awali dengan pertemuan
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rapat guna menyusun perencanaan dan merencanakan program untuk mencapai
hasil yang diinginkan. Seperti yang di kemukakan Rachmat (2014) bahwa
perencanaan yaitu proses kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan
dengan sumber yang dimiliki dan menentukan prioritas ke depan agar dapat
berjalan sesuai dengan tujuan dasar organisasi.

Selanjutnya hasil wawancara dengan sekertaris BUMDes di Desa Maccini
Baji yang mengatakan bahwa :

“Tentunya dalam hal ini persoalan keberhasilan dan perencanaan
pengelolaan BUMDes yang dibutuhkan oleh pengurus itu ialah masyarakat
yang betul-betul ingin meningkatkan kualitas’ dan meningkatkan sumber
pendapatan di wilayah tertentu, terutama disetiap dusun. (wawancara 7
Mei 2021)”

Dengan adanya hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa
perencanaan dalam mengelola BUMDes untuk mencapai suatu keberhasilan yaitu
dibutuhkannya peran masyarakat yang benar-benar ingin meningkatkan
pendapatan schingga dapat membantu proses pengelolaan BUMDes di Desa
Maccini Bajt. Seperti yang didiskusikan dengan Purnomo (2004) bahwa tujuan
pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu meningkatkan peranan
masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan
menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa dalam unit-unit usaha
desa.

Kemudian ditambahkan oleh bendahara BUMDes di Desa Maccini Baji
yang mengatakan bahwa :

“Kalau berbicara tentang perencanaan kami dari pengelola BUMDes
hanya menginginkan dari pemerintah sekiranya bisa melebihkan upaya
dari anggaran-anggaran BUMDes. Tentu dalam hal ini kami akan



merencanakan dengan sebaik mungkin dan bisa meratakan persoalan
planning-planning kedepanya untuk masyarakat BUMDes sehingga tidak
ada lagi interpensi antara masyarakat yang mendapatkan dan masyarakat
yang tidak mendapatkan, dan sekiranya itu bisa meratakan untuk
masyarakat yang betul-betul ingin memproduktifkan anggaran BUMDes
dan bekerja sama dengan Pemerintah Desa. (wawancara 20 Mei 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
perencanaan (planning) tersebut menginginkan Pemerintah Desa agar melebihkan
upaya anggaran BUMDes agar pengelola dapat meratakan perencanaan kepada
masyarakat sehingga tidak ada lagi interpensi antara masyarakat yang
mendapatkan dan tidak mendapatkan.

2. Pengorganisasian (organizing)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji menyusunan
pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya serta penempatan
orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara iepat, dan membangun
komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi schingga akan tercapai
suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan
mencari masyarakat yang ingin mengelola BUMDes kemudian menyusun rencana
kerja beserta fungsi dari masing-masing pengelola agar saling bekerja sama untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa

“Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji mempunyai
susunan kepengurusan yang terdiri dari penasihat yakni kepala desa,
pelaksana operasional yang terdiri dari masyarakat desa serta pengelola.
Susunan tersebut dihasilkan dalam musyawarah desa agar setiap pengurus
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yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes paham akan tugas dan
tanggungjawab masing-masing agar tujuan dapat tercapai dengan
maksimal. (wawancara 3 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji peneliti dapat
menyimpulkan bahwa pengorganisasian dilakukan agar setiap pengurus
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji
mengetahui dan memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing agar
mencapai tujuan yang maksimal, Seperti yang dikatakan Nawawi (2003:52)
bahwa pengorganisasian merupakan kerjasama kelompok orang yang dilakukan
dengan pembidangan dan pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan
membentuk sejumlah satuan unit kerja, yang menghimpun pekerjaan sejenis
dalam satu-satuan kerja. Kemudian dilanjutkan dengan menetapkan wewenang
dan tanggungjawab masing-masing diikuti dengan mengatur hubungan kerja.

Adapun hasil wawancara penulis dengan sekertaris pengelola BUMDes di
Desa Maccini Baji yang mengatakan bahwa :

“Untuk membangun suatu komunikasi antara tim kerja sangat dibutuhkan
persoalan kerjasama, persoalan transparansi dan kepemimpinan dalam
upaya meningkatkan komunikasi kerja. Dan BUMDes di Desa Maccini
Baji pada umumnya memiliki tujuan yang sama dan pada saat ini
BUMDes Maccini Baji masuk dalam kategori aktif dalam mengelola.
(wawancara 7 Mei 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola maka dapat
disimpulkan bahwa pengorganisasian BUMDes di Desa Maccini Baji memiliki

tujuan yang sama dan tentunya membutuhkan kerjasama antara pengelola dan

masyarakat demi meningkatnya komunikasi kerja. Sama halnya yang dijelaskan

dalam buku referensi Administrasi, Organisasi dan Manajemen (Nunung, 2020)
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bahwa organizing (penyusunan) adalah suatu kegiatan menyusun dan membangun
komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai
suatu kesatuan usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Dilanjutkan wawancara dengan ketua pengelola BUMDes di Desa Maccini
Baji yang mengatakan bahwa :

“Dalam menyusun pembagian kerja di BUMDes Maccini Baji guna
meningkatkan komunikasi ~kerja antara pengelola dan masyarakat
dikembalikan kepada para penanggungjawab masing-masing unit usaha
yang akan menyusun kembali rancangan-rancangan pengelolaan terhadap
penerima bantuan dana usaha agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
(wawancara 17 Mei 2021)”

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian BUMDes di
Desa Maccini Baji melakukan sistem pembangunan komunikasi kerja dan dalam
penyusunan pembagian kerja berdasarkan penanggungjawab masing-masing unit
usaha. Dalam pengorganisasian menurut Rachmat (2014) yaitu  proses
penyusunan pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya serta
penempatan orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat.

Kemudian ditambahkan- hasil wawancara dengan bendahara pengelola
BUMDes di Desa Maccini Baji yang mengatakan bahwa;

“Kami pengelola BUMDes tetap melakukan planning step bye step atau
perencanaan yang tertib. Dan pihak pengelola berupaya bernegosiasi
dengan Pemerintah Desa terkait pejabaran mengenai BUMDes dan tetap
melakukan komunikasi yang baik mengenai anggaran yang ada di
Pemerintah Desa dan tetap mengusahakan persoalan membangunan
komunikasi yang baik agar paham dengan sisi kerja sama pemerintah desa
dengan masyarakat tersebut. (wawancara 20 Mei 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pencliti dapat menyimpulkan

bahwa pengelola BUMDes di Desa Maccini Baji tetap mengupayakan negosiasi
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dengan Pemerintah Desa mengenai penyusunan pembagian kerja beserta fungsi
dan anggaran, kemudian berupaya membangun komunikasi yang baik.
Hal serupa juga dikatakan oleh masyarakat Desa Maccini Baji bahwa :

“Dalam menentukan orang-orang yang ingin mengelola BUMDes Desa
Maccini Baji merupakan orang yang berdomisili di Desa ini dan
memenuhi syarat, mau mengelola usaha dan tidak memiliki kaitan pada
pemerintahan di Desa. (wawancara, 1 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
penempataan orang-orang yang ingin mengelola BUMDes harus memenuhi syarat
dan tidak memiliki ikatan di pemerintahan desa. Seperti yang tercantum dalam
AD/ART Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maceini Baji yaitu
berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan tidak
menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengarahan (directing)

Pengarahan yang dimaksud adalah tindakan untuk mengusahakan agar
semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan
perencanaan mangjerial dan usaha-usaha organisasi. Aktivitas memberikan
pengarahan, instruksi hingga perintah untuk menjalankan apa yang telah
direncanakan. Pengarahan juga sering disebut dengan fungsi actuating
(menggerakkan) yang dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Agar
pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan (leadership) yang
baik. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan anggotanya dengan baik
dan saling kerja sama serta komunikasi bagaimana agar menyampaikan pesan
yang memotivasi. Pengarahan yang baik terhadap masyarakat akan mencapai

keberhasilan pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji.



68

Pengarahan yang dilakukan pengelola Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) yaitu dengan memberikan bimbingan atau arahan serta memonitoring
usaha agar berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan
oleh BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa :

“Sebagai penasihat dalam pengelolaan. BUMDes tentu saya memiliki
peran dalam mengawasi serta memberikan nasehat kepada pelaksana
operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes serta memberikan
saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi
pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji dan memiliki tanggungjawab
dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes agar
mencapai keberhasilan. (wawancara 3 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji peneliti
bisa menyimpulkan bahwa pengarahan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) penasihat yang berperan sebagai kepemimpinan (leadership) sangat
berperan penting dalam pengelolaan karena dapat memberikan nasehat, saran dan
pendapat agar bisa mengarahkan anggotanya dengan baik dan saling bekerja sama
serta komunikasi bagaimana agar menyampaikan pesan yang memotivasi terkait
masalah yang ada dalam pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji.

Adapun hasil wawancara dengan ketua pengelola BUMDes di Desa
Maccini yang mengatakan bahwa :

“Kami selaku pengelola dalam mengarahkan anggota dan masyarakat yang
mendapatkan dana usaha selalu melakukan pengontrolan agar perencanaan
yang sebelumya telah disepakati berjalan dengan baik tanpa hambatan,
selanjutnya kami juga mengawasi kerja anggota yang bergabung dalam
pengelola dan penanggungjawab unit usaha BUMDes terhadap masyarakat
yang mendapatkan bantuan dana usaha serta memonitoring hasil kerja
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kemudian mengarahkan untuk melakukan evaluasi agar dapat mengetahui
kendala-kendala yang terjadi di lapangan. (wawancara 17 Mei 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa
pengarahan yang dilakukan pengelola yaitu mengontrol, mengawasi dan
monitoring hasil kerja kemudian mengadakan evaluasi. Sama halnya yang
dikatakan oleh Stahl dan Grisby (1998) bahwa terdapat 6 (enam) langkah evaluasi
dan kontrol antara lain menentukan apa. yang akan dikontrol, membuat
seperangkat standar, mengukur hasil, membandingkan antara hasil dengan
standar, mencari alasan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi.

Berikutnya hasil wawancara dengan sekertaris pengelola BUMDes di Desa
Maccini Baji yang mengatakan bahwa :

“Dalam pengarahan sebuah organisasi yang ada di BUMDes Desa Maccini
Baji ini selalu berpatok pada saran dan perintah terutama membimbing
masyarakat yang kurang berpengalaman dalam mengelola agar yang
menjadi kendala di BUMDes dapat diperbaiki dengan saran-saran yang
ada sehingga dapat termotivasi bekerja lebih giat untuk tercapainya tujuan
dari BUMDes yang ada di Desa Maccini Baji. (wawancara 7 Mej 2021)”

Adapun hasil wawancara di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
di dalam mengelola BUMDes di Desa Maccini Baji tentunya pada pengarahan
pihak pengelola memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada masyarakat yang
ingin mengelola serta memberikan saran dan perintah agar tercapainya tujuan dart
BUMDes tersebut.

Kemudian ditambahkan wawancara oleh bendahara pengelola BUMDes
yang mengatakan bahwa :

“Dalam pengarahan yang dilakukan pengelola BUMDes tidak lepas dari
mengarahkan anggotanya yang memiliki masalah, tentu peran pengelola
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disini untuk memberikan saran dan membimbing anggotanya lebih baik
lagi agar bisa menghasilkan usaha yang berhasil yang mencapai tujuan
BUMDes. {(wawancara 20 Mei 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa
pengarahan pengelola BUMDes tidak jauh dari memberikan saran dan bimbingan
kepada anggotanya agar mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Pengevaluasian (evaluating)

Dalam pengevaluasian terdapat proses pengawasan dan pengendalian
performa organisasi untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut Sondang, merupakan suatu
proses mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas suatu organisasi agar
menjamin seluruh tugas yang dilakukan berjalan sesuai keinginan dan rencana
yang telah ditetapkan. Adapun pengendalian vang dimaksud adalah tahap
pemantauan dan pemeriksaan oleh pemimpin untuk mengetahui hasil yang dicapai
sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam pengclolaan BUMDes di Desa
Maccini Baji.

Pengevaluasian yang dimaksud dalam pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) yaitu dengan melaporkan setiap hasil kerja dan kegiatan yang
telah dilaksanakan sehingga pemerintah desa dapat mengetahui kegiatan dalam
pengelolaan BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji berjalan dengan baik sesuai
yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa :

“Untuk evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji itu
melakukan laporan kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat
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untuk mempertanggung jawabkan dan mentransparansikan laporan
keuangan yang masuk agar kami sebagai pengurus Badan Usaha Milik
Desa dapat mengevaluasi apa saja yang perlu diperbaiki sehingga
kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. (wawancara 3
Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji peneliti
dapat menyimpulkan bahwa pengevaluasian dalam pengelolaan BUMDes di Desa
Maccini Baji melakukan laporan pertanggung jawaban agar dapat mengevaluasi
hal-hal yang menjadi kendala;, dalam pengevaluasian terdapat proses pengawasan
dan pengendalian. Pengawasan menurut sondang, merupakan suatu proses
mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas suatil organisasi agar menjamin
seluruh fugas yang dilakukan berjalan sesuai keinginan dan rencana yang telah
ditetapkan. Adapun pengendalian yang dimaksud adalah tahap pemantauan dan
pemeriksaan oleh pemimpin untuk mengetahui hasil yang dicapai sesuai dengan
hasil yang diharapkan.

Adapun hasil ‘wawancara dengan ketua pengelola BUMDes di Desa
Maccini Baji yang mengatakan bahwa :

“Dalam hal pelaksanaan BUMDes kami selaku pengelola tetap mengamati
dan mengadakan evaluasi tiap tri wulan (3 bulan), tiap 6 bulan dan
pertahun agar kendala-kendala yang ditemnui dalam pengelolaan BUMDes
bisa kami evaluasi kembali dan kami selaku pengelola juga tetap
menerima kritikan serta saran yang ditujukan pada pengelola BUMDes di
Maccini Baji. (wawancara 17 Mei 2021)”

Kemudian ditambahkan oleh sekertaris pengelola BUMDes di Desa
Maccini Baji yang mengatakan bahwa :

“Jika ingin mengacu dengan aturan kemendagri tentu ada inspektorat yang
diturunkan dilapangan persoalan anggaran-anggaran desa dan anggaran
usaha desa. Maka dalam hal ini kami tetap mengupayakan akan diadakan
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evaluasi setiap tahunan dan kami menerima persoalan evaluasi itu baik
dari tingkat kecamatan, tingkat daerah yang ada di Kabupaten Gowa ini.
(wawancara, 7 Mei 2021)”

Hal serupa juga dikatakan oleh bendahara pengelola BUMDes Desa
Maccini Baji :

“Dalam tekhnis ini selama perencanaan hingga ditahap evaluasi tetap
melakukan adanya transparansi kepada masyarakat dan pihak yang turut
mengevaluasi hasil BUMDes sehingga kami bisa mengetahui apa saja
yang menjadi kendala hingga pencarian solusi disetiap masalah yang ada.
(hasil wawancara 20 Mei 2021)™

Berdasarkan apa yang telah di paparkan oleh pengelola BUMDes di Desa
Maccini Baji, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa Maccini
Baji yang bersangkutan dan pengelola beserta masyarakat mengadakan evaluasi
tiap per 3 bulan, 6 bulan serta pertahunan agar melaporkan hasil yang telah
dicapai dan mentransparansikan dana yang masuk sehingga tidak ada kekeliruan
persoalan dana BUMDes di Desa Maccini Baji. Dalam hal ini tertuang pada
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
di Desa Maccini Baji pada pasal 8 bahwa pengawas bertugas melakukan
pemantavan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksa operasional BUM Desa
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk memastikan bahwa jalannya
organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hal ini juga dibenarkan oleh masyarakat yang hadir dalam pengevaluasian
pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji yang mengatakan bahwa :

“Setiap akan diadakan evaluasi BUMDes pihak masyarakat selalu
dilibatkan untuk menghadiri evaluasi tersebut agar tidak adanya
kesalahpahaman antara Pemerintah Desa, pengelola dan masyarakat.
(wawancara 1 Juni 2021)”
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Seperti yang dikatakan juga oleh masyarakat yang berbeda terkait
evaluasi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji bahwa

“Pada pelaporan hasil pengelolaan BUMDes yang diadakan tiap tahun
kami dan tokoh masyarakat lainnya dilibatkan dalam pengevaluasian dan
pemecahan masalah yang terjadi dilapangan serta  menyaksikan
transparansi dana BUMDes tersebut. (wawancara 1 Juni 2021)”

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi
hasil laporan pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji tetap melibatkan
masyarakat agar hasil laporan . dapat diketahui sehingga tidak adanya
kesalahpahaman.

C.Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Desa Maccini Baji

Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) di Desa Maccinj Baji dalam mencapai keberhasilan tidak terlepas dari
faktor yang mendukung pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji
Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang mengatakan bahwa :

“Kami pemerintah desa memfasilitasi berupa modal usaha yang berasal
dari penyertaan modal desa dan modal masyarakat desa agar pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Maccini Baji dapat berjalan
dengan baik serta yang mempengaruhi pengelolaan agar berhasil itu tidak
Jauh dari ketja sama yang baik pemerintah desa dengan pengurus hingga
masyarakat yang terlibat. (wawancara 3 Juni 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Maccini Baji bahwa
faktor yang mempengaruhi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di

Desa Maccini Baji yaitu memfasilitasi modal usaha dan kerja sama yang baik
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pemerintah desa dengan masyarakat desa yang terlibat dalam pengelolaan. Sama
halnya yang dikatakan Purnomo dalam (Safitri, 2021} bahwa Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya
adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan
untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan
usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara dengan ketua pengelola BUMDes Sipakainga Desa
Maccini Baji yang mengatakan bahwa :

*Kalau yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes itu sistem kerja sama
dengan masyarakat dan memang harus punya dukungan penuh oleh
Pemerintah Desa. (wawancara 17 Mei 2021)”

Kemudian ditambahkan oleh sekertaris pengelola BUMDes Sipakainga
Desa Maccini Baji menjelaskan bahwa :

“Ada banyak faktor yang mengakibatkan BUMDes itu antara maju dan
mundur tentu faktor ini dia berkaitan dengan manajemen, berkaitan
dengan fungsional, kemudian faktor untuk menstabilkan pendukung yaitu
menjadikan masyarakatnya sebagai masyarakat yang mandiri dan sebagai
Desa yang mandiri. (wawancara 7 Mei 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa
keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes tidak terlepas dari manajemen kerja
sama antara Pemerintah Desa, pengelola serta masyarakat sehingga apa yang telah
direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan BUMDes bukanlah
suatu kebetulan. Selama ada orang di desa, desa itu masih memiliki potensi.
Bukan hanya milik desa tertentu. Setiap desa memiliki peluang untuk berhasil dan
sejahtera jika dapat menggali potensinya dan menemukan peluang. Kehadiran

BUMDes dapat diartikan sebagai perwujudan demokrasi ekonomi desa
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sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 UUD 1945 harus mencerminkan semangat
kerja sama dan prinsip keluarga.

Hal tersebut ditambahkan juga oleh bendahara pengelola BUMDes
Sipakainga Desa Maccini Baji yang mengatakan bahwa :

“Persoalan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan BUMDes
ikut pada ekosistem dengan lingkungan sekitar karena banyak faktor yang
menyebabkan sehingga terhambatnya penyebaran BUMDes mungkin dari
faktor sisi dana yang ada di BUMDes schingga tidak meratanya
masyarakat yang mendapatkan anggaran tersebut, tetapi akan kami
mengupayakan sekiranya pemerintah terbuka mengenai keterbatasan dan
kekurangan dana mengenai anggaran BUMDes tersebut sehingga
masyarakat juga bisa mendapatkan dan meratakan persoalan anggaran
BUMDes yang ada di Desa. (wawancara 20 Mei 2021)”

Berdasarkan hasil wawancara terscbut dapat disimputkan bahwa faktor
yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan
beradaptasi di lingkungan sekitar, kemudian upaya keterbukaan pemerintah
mengenai keterbatasan atavpun kekurangan dana anggaran BUMDes sehingga
tidak adanya kesalahpahaman antara masyarakat dan pengelola.

Seperti yang dikatakan juga oleh masyarakat terkait keberhasilan dalam
pengelolaan BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji yang mengatakan bahwa :

“Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes di Desa
Maccini Baji ini perlu adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh
pemerintah desa seperti halnya dalam anggaran dana yang akan disalurkan
kepada pihak yang ingin mengelola serta adanya kerja sama yang baik
antara masyarakat yang mengelola dan pihak pengelola. (wawancara 1
Juni 2021)”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam

keberhasilan pengelolaan BUMDes di Desa Maccini Baji perlu adanya pengadaan
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sarana dan prasarana serta kerja sama yang baik sehingga keberhasilan dapat
dicapai.

Kemudian ditambahkan oleh masyarakat yang berbeda tentang yang
mempengaruhi keberhasilan dalam mengelola BUMDes di Desa Maccini Baji :

“Untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola BUMDes di Desa
Maccini Baji harus ada pengadaan dana oleh pemerintah desa supaya kita
bisa mengelola dan saling menguntungkan, juga harus terjalinnya kerja
sama antar masyarakat dan pengelola. (wawancara, 1 Juni 2021)”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk
mencapai  keberhasilan dalam mengelola BUMDes pemerintah desa harus
megeluarkan modal untuk dikelola masyarakat dan terjalinnya kerja sama yang

baik



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pembahasan yang ada, maka

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di

Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sudah berjalan sesuai

prosedur dan mengikuti aturan pemerintah dan telah menerapkan aspek-aspek

strategi pengelolaan, serta dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Sipakainga Desa Maccini Baji tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. Tetapi,

perkembangan dari tahun ketahun belum  bisa dikatakan berhasil karena

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sipakainga Desa Maccini Baji
masih belum mengalami kemacetan persoalan dana penyertaan modal.

1. Dalam Aspek Perencanaan, BUMDes Sipakainga telah mengikuti prosedur
yang tercantum dalam AD/ART dan merencanakan program-program yang
ingin dijalankan dan dikelola  beserta anggaran-anggaran yang akan
digunakan dan dikelola oleh BUMDes Sipakainga.

2. Aspek pengorganisasian, BUMDes Sipakainga menunjuk pengelola yang
merupakan unsur masyarakat Desa Maccini Baji dan tidak memiliki tugas di
pemerintahan Desa dan dalam membangun komunikasi kerja yang baik
dibutuhkan kerja sama agar tercapai suatu kesatuan usaha dan tujuan
organisasi.

3. Aspek Pengarahan, dalam mencapai sasaran yang sesuai perencanaan dalam

pengelolaan BUMDes Sipakainga pengelola telah mengarahkan dan
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mengawasi kerja anggota yang bergabung serta memonitoring agar dapat
mencapai keberhasilan dalam mengelola BUMDes di Desa Maccini Baji.

4. Aspek Pengevaluasian, dalam mengevaluasi hasil kerja pengelola dan
masyarakat tetap mengadakan evaluasi tiap 3 bulan, tiap 6 bulan dan pertahun.
Ditahap evaluasi BUMDes Desa Maccini Baji tetap melakukan transparansi
dana sehingga tidak adanya kesalahpahaman dan masalah.

Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan
BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji yaitu sistem kerja sama hingga dukungan
penuh oleh pemerintah desa. Pemerataan dan pengadaan dana usaha BUMDes.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka
saran yang dapat disampaikan yaitu :

1. Disarankan kepada pengelola BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji agar
memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.

2. Disarankan kepada pemerintah desa agar memperhatikan sarana dan prasarana
serta pengadaan dana BUMDes Sipakeinga Desa Maccini Baji.

3. Disarankan kepada pengelola BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji agar
mengupayakan pemerataan dana usaha kepada masyarakat.

4. Disarankan kepada pemerintah atau dinas yang terkait agar memberikan
pelatihan kepada pengelola BUMDes Sipakainga Desa Maccini Baji untuk
pengembangan.

5. Disarankan kepada pemerintah desa agar dana bantuan BUMDes di Desa

Maccini baji dimasukkan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD)
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Gambar 2 wawancara pengelola BUMDes




Gambar 4 wawancara masyarakat
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Gambar 6 wawancara masyarakat
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<
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PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BAJENG
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Nomor 437 DMV 60
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA Nomor .... Tabun .... tentang Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) *SIPAKAINGA’

mopoop

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA MACCINIBAJL

BABI
NAMA BUM DESA

" g 12 suk sum \
"ﬂf"!puﬂ\\\
77 W N
Lo ‘




]

A

S I o A | o gt
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BAB IV

MODAIL
il
i ™
i Pendapatan dan Belygd@esa Maccimbap sebagar modal awal BUM  Desa
b antuan d emenntah PusSSPrCamaN P s, Pemenntah Kabupaten
t Vasvarakat

Pinjxme dar <t K cadngan Pemerintah aun atalb oon Pemenntah
venaan modl 7 pihak lain atau Kerja samn bagn il dacar saling menguntungkan
i &y
KEGIATAN USAdl 4
Vsl o

Untuk m o ¢4 tujuan day , Smanfaatan modal secans P oxsaran, Ol Desa “SIPAKAINGA”
melaku! ~~ “egiatan usaha

& penSnfastan d7n jvngeloaan PRUSH psar dalam bentuk saran: | roduksiyrtanian;
b ‘s produks | pertanian melipuy:

1 olah | vhan:

2 pembiyian,

3 ana, 1"

4 paren,

5. pemunr.ngan hasi! poranian, dan

9 PEIL\gs'.an pasca panen
g olahan d.n pemasarys fagi pertaaan, 2
d mzhm,m‘mhumwmda}udinmwkmmu;ynllu-De_n.

BAB VI
FANGK.A WAKTY BERDIRIN Y 4 BUM Br4,
Pasal ;
BUM Dysa “SIPAKA™G '« Hidiri i I\ Th
wi A . didinkan di Desa Magei iy pada tangga) Februari 2016 untuk

Pasal 8



i S——

i, < —

S—

BAB IV

PENETAPANJENIS USAHA

maksimal bag) masvarakat Desa, BUN

e Lglity

n opw Laiong)
toko saprotaimebrigt s
inior ko, 2t gudang saprotan
prfan, Zaf
LA nen operasional
«nit usaha dump triet me
I aantor
operat « g wp gruck dan
nY @ e84 operasiona]
d unp gsm. jasa mebna
AW
manajemen operasional

BARY
SUMBER MODAL
Pasal 10

(1) Modal UM Desa terdin aias
* - pemyetiatn modai Lesa dan
. b pen,; xvun modal maeyarakat Desa
(2)  wayean UM Desa sang bersumber dari penyeriasi modal Desa sebaga.~ ana di "
. ayw' (2) vuief « merupakan kekayaan Doss yang dipisahhan, g s
1) Pemyertan: wuliNl Desa sebagaimans dimakad 1 (2) buiaf @ Gt / i
se+ . hast! rem' & “asan dan kescpakatan dalam &mi W.-: VOoSRIR ATB Dess

Pasy’

mm-:;f‘: b !wm mell:llh d"»gj' Mbupatenkota dapar memberikan
re rundang-undangan WA Oesa sesiai Ketentuan peraturan
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ANGGARAN RUMAH T ANGGA

BADAN L SAHA MILIK DESA MACCINIBAJI

BABI
HAKR DAN KEWAJIBAN

wsal 1

RBUM Desa “SIPAKAINGA™ sctiap warga

Wsd I alu

AN yi Wer Rl tenangkau
formas: tentang playeldn yan S dibeokan unit usaha BUM |
arukan usulan perbasi@i pPlaginanan Repadsipenonc| organisasi pen
n masyarakasgiDess <dilim  penyelenggatins (ulaka ckonomi  Desa
ud pada avat gzl
it serta ek unit usaha yang dikelola BUM Desa.
nenghogaas hekwargs Desy a4 84w [y pava memperolshipclayanan yang diberikan
BUMDesy
Jarut +a dalam To, a1 Jtau kegiatan yang dilakukan 475 BYUM Desu

Pav(®

Jesa, dan
gelola BUM Desa

schagaimana

Oalam pen ensggaraan ust o ckonomi Desa memits '$UN4 Desa & PAKAINGA™ sctiap
pengelo« M Desa berhak:
mien“tukan penge: abaigan usuha yang nenguntungkan Desa.
mexvima imbalar jasa pelavanan, '
roew Xukan ke sama untuk pengembangan unii vsaha BUM Desa,
menerima b oy 4n dan g tain sesuat dengan ketenivan peratu . perund.g-undang.n;
molakuka - uprya penyelesaikan sengkzia, berkourdinas: dengan Pemerintah Desa dan Badan
FPormusyawziatan Desa (BPOY ;
f  mendapa ap perhindunganhukam dalsm melaksanakan pelay anan, dan
g ;..;,..pg::mk n usaha elonomi Desa yong ada di Desa maupy coit usel-. vang dikelola
Setiap = agei. o UM Desa “SIPAKAINGA” dalam melsksanakan kegiatann, 1 wajib
-7, sun dan menetapkan renvana bisnis (dusiness plan), '
meny»sun dan m. setapkan stapdar prosedur opersional;
f:':%) m ;:fhn-m dan Belonja (RAPB), Renc .y Anggac« Ipersional (RAG)
berpete. b uf dalan. mentber e pelayanan kerada 1 syarakat D¢ ., san
remberi &2/ ormasi v bena, jelas, dan iu)up mengenai pe!~vinu usaha yang dikelola

BABIl
MASA RARTT
Pasai 3

\A.’:ska bakti organisasi pengelola BUM Desa “SIPAKAINGA™
séjak anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditetapkan

adalah 3(Tiga) tahun, terhitung
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wAB I

- NS AST
AT A CARA PENGANGRATAN DAN PEMEBE RHENTIAN PERSONH ORGAN

PESNGELOLA

organ asm S0 @Rt !
an wotere,at vang dilanda il oo dat

Daygsl &

Y N A P W W N
_nasihy’ sehagmma o4 ahaud pada ayat i 1) bertugas
& w.mbenkan o b, kepada pelaksaw opv wsir— dalam meics 4 an peng.‘olaan 1
Desa
f membe \as saran dan pe o pJs mengenal masiliih,, . < [BDgap pesag g peny - tolaac
BUM 1ni dan

¢ * men naalikan pelaisasaan ke tan pengeloiaan BUMN Desa
(i) Peneine: sebagarnar- dimaksud pidy a4 1) herwenang meminta Teajelasar 17 pelaksana
opeeasi 18] mengu T pengieusan da pengelolaan BN Desa

Pragl 6

13 Pelaksans op.  ansl monspesnnamer mysvarakat Desa vang ipilih dalam Musyawarah Deta
(%) Peli beang of. as  nal bertugas
s fe m sanskan fan mengembengkan BUM Desa sebagai fembaga yan,, melayam kebutuhan
ckone i Quivats pelayanas srarm roasyarakat Desal
b menggal da v.¢ anfastkan porins. vsaha ekopon Desa untuk noongke s pendapatan
Lg%
¢ melab» ot kerjasama Jer wan lembaga usuha ekonom Desa lan - &,
4 mewnsib LUM Desa i valam dan di luor pengadila: 'Jam pengurs.ta dan pengelolian
\sgha De/ », 7 ~koordinass deng.n - spala Desa & SPL,
¢ bortanggung jer b atas keruysan vang dialami ofc - SUM Desa, dm
I me'aksanakan " < dmunistrasi pengembangan BUM Desa.
Dalam melaksanakar, *ugr ¢ » ministrasi sebagaimana dima' < d jada ayat (2 claks
-\ B vat (2) huraf £, pelaksana
& menywsun laporan keuangan BUA i Vose
menvusun laporan perkembangan kematan BUM Desa, dan
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menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan Bl M Desa sccara
berkala kepada Penasihat

alam melaksanakan tugas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). pelaksana

operasional dapat |3|L'fl‘.'.l;\EL.I! karvawan \:\uul- dengan kebutuhan dan harus disertar dengan

iranan tugas berkenaan x.‘-;l}u.m tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kenja

lamnya

Pasal 7

Persyaratan menjadi pelaksana operasional mehputs

a masyarakat Desa vang mempunvan jiwa wirausaha
berdomisih dan menetap di Desa sckurgu@Rurangnya 2

¢ berkepribadian baik, juur, adil. cakagf@#aipsghatian terhadap usaha ckonomi Desa. dan

d pendidikan minimal setingkarseKolptdfienenpa N ium, madrasah aliyah, sekolah menengah
kejuruan, atau sederajat, dafl
tidak menjadi perangiéat D2 saesua Ketentuan peraturas ;"cfulhl;w.‘__'-nml.m:_un

Pelaksana Operasiol dapdl diberhentikan dengan alasan

o meninggal dun@s

b. telah sei@San mass bakiy < b i ire s dil £C 4 Ay g i dasar dsnanggaran rumah tangga
B Deag

¢ _gflengusdurkap 'ty

d vdak dapay e Wsanakap 1w 3e0e 0 LoiFe dhingga menghaa v ( perkembangan kincrja
BUM Detx; foi

¢ terlibat a.2us pidana dan telah ditetapkan sebagai teraigka scsua «clenfuan puratuman
perunsny -undangan

{dua) tahun

Pasal B
Pengawas BUM 12..a mewakilt Lepentingan masyarikat §esa,
Susunan kepeny ursan Pengawas terdin dari.
a ketua,
b. wal .l setue mer ngkap anggola, den
¢, sekressis meine gkap anggoin, ;
Pengawa. Aertuyw. melakuken pemantauan dan evalues! weviiadap kmorja pelaniana operasional
BL™M Dsa sekw ng-kurangnya | (sa10) tahun sekali
lJrmian wes pengawa merupakan bagian dari | ketentuan ten'sng organioe i pengelola dalam
anggaran da=<; dan angga:an ~umab tangga 131 JM Desa.

(5) Rersyaratan met sdi pengawas miciputi |

masvarakat . yang memahani b dang pengay o«n,
berd-mmh an raer =tap di Desa svaurang-kurangnya 2 (dua) Koun,
berkepribadian bus  wu- adil, cakap, dan perhatian terhedap asana ekonomi Desa, dan

pendidikan minimal setiog <t seholah L m i ' eng
.\ iy menenge’. s \iuadrasah aliyah sekolah menengah

tidak menjadi perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan




theharmt bal teradi kerugian dan hepaihtan makha BU M Desa “S{IPAR AINGAT Jinatahan bubar
~ostbe heleniuan peraturan perundang-undangan sang berlaku

BABWVH
ORGANISASIPENGELOLA
Pasat v

1 Dalam mematankan usaha ehonomi Des sevara aahaimal arganisas pengelolas BUM Desa
SIPAKAINGA terdine dan umt usaha sang menpelofs jems usaha sesuin hasl pembahasan Jdan
hesepahatan dalam Musyawarah Desa

(210 Unit usaha vang dinibihs dan dikelola 81 AL Desa sebagasmana dimaksud pada avat ol terdin

a unit usaha simpan pinsam.
b umit usaha toho aprotan.
¢ unit usaha dump truch Jdsn
J  umit usaha jasa

fasal 10

111 Dalam hal sni usaha sebagaimans dimaksud dutam Pasal L dibutubhan pengembangan skala
usaha yang lebih besar dan bermanfast untuk Desa, maka unit usahs dapal berbentuk budan
hukum priyat

{31 Un1y usahe berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada aval (1} dapat berupa lembaga
bisms vang kepemibikan sahamma sebagian besar dimiliby oleh BUM Desa dan terbuka untuk
masyarikat Desa, terdin alas
a6 (cnam pulub perseratusi dimlikn oleh BUM Desa, dan
b 4% (empat puluh perseratus) dimiltki oleh masvarakat Desa

Pasal 11

(1) Pengelola unit usaha BU'M {esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¥ dapat melakukan Kerja
sama denpan pihah ketiga

{2y Kena sama BUM Desa dengan pihak hetiga fundub dan mengikut ketentuan dalam peraturan
Dea mengenar kena sama Desa

131 Kena sama schagaimana dimaksud pada ayat (1) drtuangkan dalam perjanjian kerja samo

HAB VI
TATA CARA PENGGLNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12
(1) Pendapatan Usaha BUM Desa merupakan

dikurang dengan pengeluaran biaya dan ke R g o hasil A,

. waj ibi i i
barany-barang inveniaris dalam 1 (satu) periode ui;hi:: m = pefivisittan

{21 Pembagian Unit Usaha BUMDES d; i
ey Sisa Has s i DE i kum:gn Biaya Operasional Pengelola sebesar 20 % scbel
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1ya Operasional Pengelola yafig diniaksud padahpasalhi ayat 2 dibagi berdasarkan proporss
11 berikut
i. Bunus Pengelola 65 %

Administasi dan Uyt © 159
ransport 3%
Rapat 5%
OperaSioral lainn: o 210 %
Pasal 13
I\ Pcrabagian ha<i usaha BYJM Deso sebagaunana dimaksad pada Pzl 12 aya (1) dibay
berdasarkan pioporsi untuk: : 3 - 9}
a. Pendapatai Asli <. LR i S~
b. Pengelola v 30 % & 2
¢ 'emup:ikan Moda, Usaha S 27 % 27 37 %
d. PelatihanDanx Sosial/ T 8 % 870 e %

(2) Dana Operasivaal Pert gawas dan_Penasehat yang dimaksud p2Ca past 12 avat 3 point ¢
digzunak an ber=sarka proporsi
a  Penasehat 40 %
b. Dewan Penasehai  (50%

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pl 14
Ketentuan operasional dan Anggaran Dasar diatur febih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
Pasal 15
Ketentuan dalam Anggaran Dasar mengikat seluruh personel orgamisasi pengelola BUM Desa

Pasal 16
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